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 MOTO 
 
 ِب اُومُكَْتَ ْنَأ ِساَّنلا َْيْب ُْمتْمَكَح َاذَِإو َاهِلْهَأ َلَِإ ِتَنََامَْلْا اوَُّدُؤ ت ْنَأ ْمُُكُرمَْيَ َ َّللَّا َّنِإ َّنِإ ِلَْدعْل
ًايرَِصب ًاعي َِسَ َناَك َ َّللَّا َّنِإ ِهِب ْمُُكظَِعي اَّمِعِن َ َّللَّا 
 
“ Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak 
menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, 
hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik 
yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi 
Maha Melihat”. – (Q.S An-Nisa: 58) 
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banyak pengorbanan, keluh kesah, jatuh bangun, termotivasi lalu bangkit, 
sehingga proses demi proses dapat terlewati sudah dan berakhir menjadi suatu 
karya tulis yang disebut skripsi, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar 
sarjana, demi menuju jenjang kehidupan yang lebih baik lagi. Tiada henti-
hentinya penulis mengucapkan syukur dan terimakasih karena memiliki orang-
orang dan lingkungan yang luar biasa mendukung. Untuk itu kupersembahkan 
bagi mereka  yang  selama ini menjadi semangat hidupku: 
1. Kepada orangtua dan keluarga tercinta yang setia mendampingi penuh 
kasih sayang yang tak henti memberi dukungan, semangat, nasihat dan 
motivasi terbaiknya. Ku ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya, 
karena cinta kalian yang begitu besarnya, sehingga tidak dapat penulis 
balas dengan seimbang. Semoga Allah S.W.T melindungi kalian dan 
memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang kalian beri kepada 
penulis. Amin.  
2. Untuk seluruh Dosen di Fakultas Syariah. Terimakasih untuk pengabdian 
kalian yang luar biasa sehingga menjadikan saya sebagai mahasiswa yang  
semoga dengan ilmu ini bisa menjadi perpanjangan tangan menularkan 
ilmu kepada mereka yang membutuhkan. 
3. Untuk sahabat serta teman teman seperjuangan, khususnya Hukum 
Ekonomi Syariah A 2014. 
PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif 
Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب 
Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د 
Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر 
Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س 
Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ 
Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق 
Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل 
Lam L El 
م Mim M Em 
ن 
Nun N En 
و Wau W We 
ه 
Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي 
Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 
Kasrah I I 
 
Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. 
بتك Kataba 
2. 
ركذ Żukira 
3. 
بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan Nama Gabungan Huruf Nama 
Huruf 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ 
Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. 
فيك 
Kaifa 
2. ح ول  Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أي...  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan Ū u dan garis di atas 
wau 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. 
لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. 
لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah  transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. 
لافطلْا ةضور Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحلط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. 
لّزن 
Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. 
لجّرلا 
Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. 
نوذختأ Taꞌkhuzūna 
3. 
ؤنلا 
An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 
لوسرلاإ دحمم ام و Wa mā Muḥammdun illā rasūl 
 
يْلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 يْقزارلايرخ وله الله نإو 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 
نازيلماو ليكلا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
CUT ASYAH, NIM 142.111.007; “PERTIMBANGAN HAKIM DI DALAM 
MEMUTUS PERKARA SENGKETA HAK TANGGUNGAN DALAM 
PUTUSAN NOMOR. 0749/Pdt.G/2015/PA.Ska DI PENGADILAN AGAMA 
SURAKARTA”  
 
 
  Putusan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Sengketa 
Ekonomi Syariah Nomor. 0749/Pdt.G/2015/PA.Ska dalam pokok perkara majelis 
hakim menolak gugatan perlawanan eksekusi lelang Pelawan karena Majelis 
hakim memiliki dasar pertimbangan yang cukup kuat terkait masalah ini. Dengan 
rumusan masalah yang dipakai oleh peeliti  yaitu: Bagaimana regulasi 
pelaksanaan Hak Tanggungan dalam sengketa ekonomi syariah? Dan Bagaimana 
pertimbangan hakim dan dasar-dasar hukum yang dipakai dalam menangani 
perkara Nomor.0749/Pdt.G/2015 /PA.Ska?. Disamping itu, penelitian ini penting 
dilakukan guna mengetahui bahwa hasil produk putusan yang dijatuhkan oleh 
hakim di Pengadilan Agama Surakarta dalam perkara ekonomi syariah merupakan 
putusan yang berkualitas dan berintegritas. 
  Penelitian ini merupakan penelitian literer yang berdasarkan pada literatur-
literatur yang ada (library search) yang dikuatkan dengan data lapangan.  
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis, yang 
mengungkapkan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum 
yang menjadi objek penelitian, dokumentasi dan wawancara dilakukan untuk 
menguatkan data yang diperoleh. 
  Hasil dari penelitian skripsi ini adalah, Penulis menganalisa bahwa 
tindakan yang dilakukan oleh Kreditur/Terlawan I terhadap obyek sengketa yang 
dijaminkan oleh Pelawan sudah benar sesuai peraturan, dipertegas dengan salah 
satu ciri-ciri Hak Tanggungan ialah memberikan kedudukan yang diutamakan 
kepada kreditor pemegang Hak Tanggungan (parate executie), dimana parate 
executie dilakukan sendiri oleh kreditur tanpa meminta fiat eksekusi kepada Ketua 
Pengadilan. Serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara berlandasakan 
pada Undang-undang Nomor. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah 
beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah; Pasal 1352 dan 1365 Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata. Serta dilengkapi dengan bukti-bukti yang telah 
disertakan pihak Pelawan, Terlawan I, dan Terlawan II yang dikuatkan dengan 
bukti-bukti pengakuan oleh para pihak yang bersengketa.  
 
Kata kunci: perkara ekonomi syariah, pertimbangan hakim, hak tanggungan 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
CUT ASYAH, NIM 142.111.007: "JUDGE CONSIDERATION IN 
DECIDING THE CASE OF MORTGAGE DISPUTE IN THE DECISION 
NUMBER. 0749/Pdt.G/2015/ PA.Ska IN THE RELIGIOUS COURT OF 
SURAKARTA" 
 
 
 Decision of the judges in deciding the case of Sharia Economic Dispute 
Number. 0749 / Pdt.G / 2015 / PA.Ska in the principal matter of the panel of 
judges rejecting the Resistance Against the auctioneer because the Panel of Judges 
has a fairly strong consideration regarding this matter. The research problem are: 
What is the regulation of the implementation of the Mortgage Rights in the sharia 
economic dispute? And how are judges' judgments and legal grounds used in 
handling cases Number 07749 / Pdt.G / 2015 /PA.Ska ?. Besides, this research is 
important to know that the result of decision product that was dropped by the 
judge in Religious Court of Surakarta in sharia economy case is a decision of 
quality and integrity. 
 This research is a literary research based on existing literature (library 
research) reinforced with field data. This study uses qualitative descriptive 
analytical methods, which disclose legislation relating to legal theories that 
become the object of research, documentation and interviews conducted to 
strengthen the data obtained. 
 The results of this thesis research are, the writer analyze that the action 
done by the Creditor / Defendant I to the object of the dispute guaranteed by the 
plaintiff in opposition is correct according to the regulation, confirmed by one of 
the characteristics of the Mortgage Rights is to give the preferred position to the 
creditor holder of the Mortgage Right parate executie), where the executor's parate 
is executed by the creditor without requesting the execution fiat to the Chief 
Justice. As well as judges' consideration in deciding the case is based on Law 
Number. Law No. 4/1996 on the Land and Property Rights related to land; 
Articles 1352 and 1365 of the Civil Code. And equipped with evidence that has 
been included the plaintiff in opposition, respondent in opposition I, and 
respondent in opposition II are reinforced with evidence of recognition by the 
parties to the dispute. 
 
Keywords: sharia economic case, judge's consideration, mortgage rights 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
 Hukum materiil, sebagaimana terjelma dalam Undang-undang atau 
yang bersifat tidak tertulis, merupakan pedoman bagi warga masyarakat 
tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat di dalam 
masyarakat. Ketentuan-ketentuan seperti: “siapa yang mengambil barang 
orang lain dengan niat untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum... dan 
sebagainya”, “siapa yang karena salahnya menimbulkan kerugian kepada 
orang lain diwajibkan mengganti kerugian kepada orang lain tersebut”, 
semua itu merupakan pedoman atau kaidah yang pada hakikatnya bertujuan 
untuk melindungi kepentingan orang.1 
 Pada hakikatnya untuk melindungi kepentingan orang lain dapat 
melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal ada pelanggaran 
atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam 
hal ada tuntutan hak, diperlukan rangakaian peraturan-peraturan hukum lain 
disamping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang 
disebut hukum formil atau hukum acara perdata. 
 Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur 
sebagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan 
perantara hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah
                                                            
1 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Cahaya Atma 
Pustaka, 2013), hlm. 1. 
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peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin 
pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkret lagi dapatlah dikatakan 
bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya 
mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya, dan pelaksanaan 
dari putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang  
bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan 
untuk mencegah “eigenrichting” atau tindakan menghakimi diri sendiri. 
Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak 
menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa 
persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, shingga akan menimbulkan 
kerugian. Oleh karena itu, tindakan menghakimi diri sendiri ini tidak 
dibenarkan dalam hak kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak 
kita.2 
 Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.3 
Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah 
Agung dan Badan Peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan Peradilan 
Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, 
                                                            
2 Ibid., hlm. 2. 
 
3 Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 angka 
(1) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor.157). 
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lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara  dan oleh sebuah Mahkamah 
Konstitusi.4 
 Peradilan Agama diatur dalam Undang-undang Nomor.7 Tahun 1989 
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang 
Nomor.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor.7 
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Undang-undang Nomor.50 Tahun 
2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor.7 Tahun 1989 
Tentang Peradilan Agama.5 Peradilan Agama adalah satu pelaku kekuasaan 
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai 
perkara tertentu sebagaimana dimaksud Undang-undang.6 Kewenangan 
Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor.3 
Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor.7 Tahun 1989 
Tentang Peradilan Agama yaitu: 
a. Perkawinan; 
b. Waris; 
c. Wasiat; 
d. Hibah; 
e. Wakaf; 
f. Zakat; 
                                                            
4 Undang-undang Nomor.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 18 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor.157). 
 
5 Abdullah Tri Wahyudi, Hukum Acara Peradilan Agama, (Bandung: CV Mandar Maju, 
2014), hlm.7-8. 
 
6Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 
1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.22). 
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g. Infak; 
h. Shodaqoh; 
i. Ekonomi syariah.7 
 Dengan penegasan dan peneguhan kewenangan Peradilan Agama untuk 
menyelesaikan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah, dalam penyelesaian 
sengketa niaga atau bisnis, yang selama ini peradilan yang diberi tugas dan 
kewenangan adalah Pengadilan Negeri/Niaga yang berada dalam lingkungan 
Peradilan Umum, maka setelah disahkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 
2006 tersebut, menyangkut penyelesaian sengketa bisnis khususnya berkaitan 
dengan ekonomi syariah, tugas dan kewenangannya berada pada lingkungan 
Peradilan Agama.    
 Proses pelaksanan kekuasaan kehakiman  di Indonesia Peradilan 
Agama yang disebut “penetapan” atau “putusan”. Penetapan adalah keputusan 
atas perkara permohonan. Putusan adalah keputusan pengadilan atas peran 
gugatan berdasarkan adanya sengketa. Putusan mengikat kedua belah pihak. 
Putusan mempunyai kekuatan pembuktian sehingga putusan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan eksekusi.8 
 Dari beberapa Perkara Sengketa Ekonomi Syariah yang ditangani oleh 
Pengadilan Agama Surakarta, peneliti memilih perkara Nomor. 
0749/Pdt.G/2015/PA.Ska yang digunakan sebagai bahan kajian dalam 
penyusunan penelitian ini.  Alasan ketertarikan peneliti melakukan penelitian 
                                                            
7 Undang-undang 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 
1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor.22). 
 
8Abdullah Tri Wahyudi, Peradilanagama Di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2004), hlm.172-173. 
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pada Perkara Sengketa Ekonomi Syariah adalah berdasarkan penelusuran 
peneliti pada putusan perkara Nomor. 0749/Pdt.G/2015/PA.Ska di Pengadilan 
Agama Surakarta bahwa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dalam 
hal putusan hakim, dan perkara Nomor. 0749/Pdt.G/2015/PA.Ska sempat 
diajukan banding oleh pihak yang merasa dirugikan tersebut ke Pengadilan 
Tinggai Agama guna mencari keadilan akan hak-haknya dan melaporkan 
apakah dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut 
sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam dasar-dasar 
memutus suatu perkara. Dan dalam pembahasan ini perkara Nomor. 
0749/Pdt.G/2015/PA.Ska akan menjadi bahan kajian peneliti untuk 
mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Sengketa Ekonomi 
Syariah tersebut.   
 Pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Sengketa Ekonomi 
Syariah, putusan perkara Nomor.0749/Pdt.G/2015/PA.Ska dengan Pelawan 
adalah debitur yang telah mendapat fasilitas kredit dari Terlawan I selaku 
kreditur lembaga perbankan syariah berupa fasilitas pembiayaan kredit 
Musyarakah sebagaimana dimaksud dalam Surat No.012/PUK/BMI-
SLO/5/I/2009 tertanggal 27 januari 2009 perihal persetujuan fasilitas 
pembiayaan Musyarakah. Dan sebagai jaminan fasilitas kredit Musyarakah 
antara Pelawan dengan Terlawan I adalah Tanah dan Bangunan seluas ±575 
m2, yang disebut sebagai obyek sengketa. Dimana pihak terlawan ada 3 yaitu: 
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Surakarta, selanjutnya 
disebut Terlawan I; Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementrian 
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Keuangan Negara Republik Indonesia cq. Direktorat Jendral Kekayaan 
Negara cq, Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta cq, Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, selanjutnya 
disebut Terlawan II; dan Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia 
Kantor Badan Pertahanan Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut turut 
terlawan. 
 Pada awalnya angsuran kredit berjalan lancar namun karena kesulitan 
usaha akhirnya pelawan mengalami kesulitan melaksanakan kewajiban 
membayar angsuran, tetapi Pelawan beritikad baik menyelesaikan kewajiban 
angsuran dan pernah mengajukan permohonan penundaan penyelesaian 
kewajiban kredit.  
 Jika dapat dijabarkan, maka merujuk pada pasal 7 ayat (1) “Nasabah 
berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada Bank, 
seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian keuntungan yang menjadi hak 
Bank sesuai dengan nasabah sebagaimana ditetapkan pada akad ini atau 
menurut jadwal pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang 
dilekatkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan 
dari akad ini”. Akad Musyarakah Nomor. 38 tanggal 10 Februari 2009 (Akad 
Musyarakah No.38) dibuat di hadapan Notaris Rahayu Utami, S.H yang pada 
pokoknya nasabah telah berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar harga 
sewa setiap tanggal 10 setiap bulannya sebesar Rp. 7.207.410,- (Tujuh Juta 
Dua Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah) terhitung mulai bulan 
Maret 2009 sampai dengan bulan Februari 2019 (120 bulan), namun 
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kenyataannya angsuran baru berjalan 24 (dua puluh empat) bulan atau pada 
bulan Maret 2011 Pelawan sudah menunjukkan itikad buruknya tidak 
melaksanakan kesepakatan untuk mengangsur sesuai kesepakatan awal. 
Sekitar bulan Juni 2011, Pelawan mengajukan permohonan keringanan untuk 
merevisi atau perubahan jadwal angsuran sesuai kemampuannya yang semula 
Rp. 7.207.410,- (Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Sepuluh 
Rupiah) perbulan, menjadi Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) perbulan. 
Setelah Terlawan I memberikan keringanan angsuran sesuai permohonan 
Pelawan, namun pada kenyataannya pada tanggal 04 September 2012 
Pelawan mengajukan Permohonan keringanan kembali kepada Terlawan I 
untuk dapat diberikan angsuran menjadi Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) 
perbulan. Dan atas permintaan Pelawan tersebut, Terlawan I juga masih 
bersedia membantu dan memberikan solusi terbaik untuk Pelawan, dengan 
menerbitkan Surat Nomor.413/PUK/BMI-LSO/5/IX/2012 tanggal 21 
September 2012 yang pada pokoknya persetujuan prinsip revisi jadwal angsur 
fasilitas pembiayaan Musyarakah terhitung mulai bulan September 2012 
sampai dengan Februari 2014 angsuran menjadi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua 
Juta Rupiah) perbulan, selanjutnya setelah Februari 2014 angsuran menjadi 
sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) perbulan. Setelah bulan Februari 
2014 terhitung sejak bulan Maret 2014 ternyata Pelawan tidak lagi 
menjalankan kewajibannya, padahal Outstanding atau sisa kewajiban pokok 
masih sebesar Rp. 338.315.988,40 (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus 
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Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah Point 
Empat Puluh).  
 Dikarenakan Pelawan telah wansprestasi maka secara berturut-turut 
Terlawan I juga telah memberikan Surat Peringatan kepada Pelawan, sebagai 
berikut: 
1) Surat Nomor. 359/BMI-SLO/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 M/04 
Ramadhan 1435 H, Perihal Surat Peringatan I. 
2) Surat Nomor. 430/BMI-SLO/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 M/20 
ramadhan 1435 H, Perihal Surat Peringatan II. 
3) Surat Nomor. 470/BMI-SLO/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 M/16 
Syawwal 1435 H, Perihal Surat Peringatan III. 
4) Surat Nomor. 757/BMI-SLO/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 perihal: 
pemberitahuan lelang. 
 Terhadap seluruh peringatan dan pemberitahuan terakhir pun, Pelawan 
seolah tidak memberikan tanggapan dan seperti tidak perduli lagi atas 
kewajibannya, sehingga dengan sangat terpaksa Terlawan I melakukan 
penyelamatan pembiayaan dengan menggunakan metode first way out yakni 
melakukan lelang eksekusi terhadap Obyek Jaminan yang telah diikat dengan 
Hak Tanggungan Nomor. 590/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Pertahanan 
Kabupaten Karanganyar. 
 Atas kesulitan membayar yang dialami pelawan akibat usaha Pelawan 
yang sedang mengalami hambatan, langkah Terlawan I melakukan upaya 
lelang eksekusi terhadap obyek sengketa melalui Terlawan II untuk pelunasan 
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kewajiban kredit Pelawan, yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 
Nopember 2015 sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Lelang 
No. 757/BMI-SLO/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 dan oleh Terlawan II 
diumumkan di Harian Umum SOLO POS tertanggal 16 Oktober 2015. Dan 
menurut Pelawan bahwa perbuatan Terlawan I mengajukan permohonan 
eksekusi lelang terhadap obyek sengketa melalui Terlawan II adalah 
bertentangan dengan pasal 20 (1) a, pasal 26 berikut penjelasannya, 
Penjelasan Umum angka 9 Undang-undang Nomor.4 Tahun 1996 Tentang 
Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT), yakni dengan tegas dan jelas 
menyatakan bahwa ketentuan UUHT tentang eksekusi obyek Hak 
Tanggungan belum berlaku karena belum ada peraturan pemerintah sebagai 
pelaksaannya, dan oleh karena Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan 
pasal 6 UUHT belum ada, maka berdasar penjelasan UUHT berlakulah pasal 
224 HIR yakni pelaksanaan eksekusi lelang obyek Hak Tanggungan adalah 
melalui penetapan pengadilan. Maka pelaksanaan lelang oleh Terlawan II atas 
permohonan Terlawan I tanpa melalui penetapan atau putusan Pengadilan 
adalah cacat hukum oleh karena melanggar hukum acara perdata sebagaimana 
diatur dalam 224 HIR. Dengan demikian pelaksanaan lelang yang akan 
dilaksanakan oleh Terlawan II pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 
atas permohonan Terlawan I, adalah bertentangan dengan peraturan yang 
dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia dan hukum acara perdata 
sehingga termasuk perbuatan melawan hukum. 
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 Dan dari pertimbangan hakim berdasarkan keterangan Pelawan dan 
Terlawan I, dan Terlawan II serta didukung dengan bukti-bukti yang ada, 
maka Putusan hakim berbunyi: 
 Dalam eksepsi:  
1. Menolak eksepsi Pelawan. 
Dalam pokok perkara:  
1. Menolak gugatan Pelawan Eksekusi lelang Pelawan. 
2. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara ini 
sejumlah Rp. 1.621.000,- (Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu 
Rupiah).9 
  Dari adanya penjelasan putusan hakim diatas, hakim pun dalam 
memutus dan mempertimbangkan perkara menggunakan dasar-dasar hukum 
yang berkaitan dengan perkara ekonomi syariah ksususnya mengenai Hak 
Tanggungan, disertai dengan pemahaman alur kasus dan bukti-bukti yang ada. 
 Disamping itu, penelitian ini penting dilakukan guna mengetahui bahwa 
hasil produk putusan yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Agama 
Surakarta dalam perkara ekonomi syariah merupakan putusan yang berkualitas 
dan berintegritas. 
 Berdasarkan Uraian Diatas, Maka Peneliti Mengambil Judul Sebagai 
Berikut “Pertimbangan Hakim Di Dalam Memutus Perkara Sengketa Hak 
Tanggungan Dalam Putusan Nomor.0749/Pdt.G/2015/Pa.Ska Di Pengadilan 
Agama Surakarta “. 
                                                            
9 Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor.0749/Pdt.G/2015/PA.Ska Perihal  
Sengketa Perkara Ekonomi Syariah, 18 Juli 2016. 
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B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana regulasi pelaksanaan Hak Tanggungan dalam sengketa 
ekonomi syariah? 
2. Bagaimana pertimbangan hakim dan dasar-dasar hukum yang dipakai 
dalam menangani perkara Nomor.0749/Pdt.G/2015 /PA.Ska? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui regulasi pelaksanaan Hak Tanggungan dalam sengketa 
ekonomi syariah. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dan dasar-dasar hukum yang 
dipakai dalam menangani perkara Nomor.0749/Pdt.G/2015 /PA.Ska. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Secara Praktis 
a. Bagi penulis 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan 
sehingga dapat menjadi bekal peneliti dalam penekunan profesi. 
b. Bagi pihak lain 
Diharapkan dapat memperkaya referensi dan litelatur kepustakaan 
terkait dengan kajian mengenai Hukum Acara Pengadilan Agama 
khususnya mengenai putusan Pengadilan Agama dalam Perkara 
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Sengketa Ekonomi Syariah serta hasil penelitian ini dapat digunakan 
sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya. 
2. Manfaat Secara Teoritis  
Sebagai tolak ukur untuk perkara ekonomi syariah khususnya Sengketa 
Hak Tanggungan yang diselesaikan melalui jalur litigasi yaitu peradilan 
yang berkekuatan hukum tetap. 
 
E. Kerangka Teori 
 Menurut Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman dalam Pasal 14, ditentukan: 
(1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang 
bersifat rahasia. 
(2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan 
pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang 
diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. 
(3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, 
pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. 
(4) Ketentuan kebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan MA.10 
  Kemudian dalam Pasal 50 (1) Undang-undang Nomor.48 Tahun 2009: 
“peraturan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan juga memuat 
pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau 
                                                            
10 Undang-undang Nomor.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor.157). 
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sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.11  
Selanjutnya Pasal 54 Ayat (3) Dalam Undang-undang yang sama dijelaskan:  
“putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan 
dan keadilan”.12 
 Undang-undang Nomor. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas 
Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Pasal 6 yang 
menjelaskan, “apabila debitur cedera janji, pemegang Hak Tanggungan 
pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas 
kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan 
piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.13  
 
F. Tinjauan Pustaka 
 Skripsi yang ditulis oleh Muh.Shodiq As’ari Mahasiswa Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang berjudul Tinjauan 
Hukum Islam Tentang Pembiayaan Bank Syariah, disini dijelaskan bahwa 
dalam prinsip-prinsip syariah yang meliputi prinsip kebebasan individu, hak 
terhadap harta, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. Jaminan 
sosial, distribusi kekayaan, larangan menumpuk harta, kesejahteraan individu 
                                                            
11Undang-undang Nomor.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor.157). 
 
12 Undang-undang Nomor.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor.157). 
 
13 Undang-undang Republik Indosenia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan 
Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Pasal 9 (Lembar Negara 
Republik Indonesi Atahun  1996 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 
Nomor 3632) 
 
14 
 
dan masyarakat yang kesemuanya itu harus ada dalam setiap individu untuk 
bermuamalah karena dengan terpenuhinya prinsip dasar tadi maka ekonomi 
dan kehidupan manusia akan tenang karena tidak ada pihak-pihak yang 
terdholimi atau tersisihkan. Karena fleksibelnya aturan syariah itu 
menyebabkan tanggung jawab yang besar bagi para mujtahid dan para ulama 
dalam menetapkan hukum guna memperlancar pemerataan kebutuhan hidup 
manusia yang semakin komplek.14 
 Skripsi yang ditulis oleh Nur Fatkurohman Mahasiswa Fakultas Syariah 
Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang berjudul Kedudukan 
Yurisprudensi Mahkamah Agung Dalam Perumusan Putusan Hakim Di 
Pengadilan Agama Karanganyar, disini dijelaskan bahwa faktor penggunaan 
yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Perumusan Putusan Di Pengadilan 
Agama Karanganyar: 
1. Kepraktisan dalam perumusan putusan karena telah disusun oleh hakim 
sebelumnya dalam hal ini Mahkamah Agung. 
2. Pembinaan teknis yustisial oleh Mahkamah Agung yang melahirkan pola 
pikir dan kerja yang seragam sehingga terjadi persesuain pendapat dalam 
hal ini yurisprudensi. 
3. Upaya menciptakan terwujudnya kesatuan kepastian hukum melalui 
penyeragaman putusan. 
                                                            
14 Muh.Shodiq As’ari, ”Tinjaun Hukum Islam Tentang Pembyaan Bank Syariah” Skripsi 
tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, 2004, 
hlm.62. 
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4. Sistem pemeriksaan bertingkat yang apabila tidak mengindahkan kaidah 
hukum yang ada termasuk yurisprudensi diduga akan dibatalkan oleh 
pengadilan yang lebih tinggi. 15 
 Skripsi yang ditulis oleh Nurus Sa’adah Mahasiswa Fakultas Syariah 
Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang berjudul Analisis Putusan Hakim 
Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 
2013-2017 (Berbasis Nilai Keadilan), disini dijelaskan bahwa asas keadilan 
dalam putusan hakim yang terdapat pada tiga perkara ekonomi syariah yang 
diteliti oleh penulis dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, prespektif 
hakim dalam menjatuhkan putusan ini sudah memenuhi asas keadilan karena 
sudah sesuai dengan prosedur beracara di pengadilan agama surakarta dan 
telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kedua, 
keadilan menurut pihak yang berperkara dinilai belum seimbang atau adil, 
karena penggugat yang menutut keadilan merupakan pihak yang kalah dalam 
putusan perkara ekonomi syariah tersebut. Oleh sebab itu, penggugat 
mengajukan banding memperoleh keadilan di tingkat banding atas putusan 
yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta.16 
                                                            
15 Nur Fatkurohman, ” Kedudukan Yurisprudensi Mahkamah Agung Dalam Perumusan 
Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Karanganyar” Skripsi  tidak diterbitkan, Fakultas Syariah 
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, 2008, hlm. 72. 
 
16 Nurus Sa’adah, ”Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di 
Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berbasis Nilai Keadilan)” Skripsi tidak 
diterbitkan, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, 2017, h.123-124. 
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 Sepengetahuan peneliti belum ada penelitian yang meneliti tentang 
dasar-dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam menjatuhkan putusan 
perkara No.0749/Pdt.G/2015/PA.Ska di Pengadilan Agama Surakarta. 
 
G. Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan suatu cara prosedur atau langkah yang 
digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola data serta menganalisis data 
dengan menggunakan teknik dan cara tertentu. Langkah-langkah dalam 
metode penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Bahwa penelitian ini merupakan penelitian literer yang berdasarkan pada 
literatur-literatur yang ada (library search) yang dikuatkan dengan data 
lapangan.  Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian 
kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-
buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.17 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan juga bersifat deskriptif 
analitis, yang mengungkapkan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga 
hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek 
penelitian.18 
                                                            
17 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.107. 
 
18Ibid., hlm.105. 
 
17 
 
3. Sumber data 
a. Data primer 
Bahan-bahan hukum yang mengikat terkait dengan objek penelitian19. 
Sumber data primer dalam penelitian ini adalah salinan Putusan 
Pengadilan Agama Nomor.0749/Pdt.G/2015/PA.Ska, Undang-undang 
Nomor. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Undang-undang 
Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-
undang Nomor. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah 
Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. 
b. Data Sekunder 
Buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan 
objek penelitian20. Data sekunder dalam menentukan penelitian 
diperoleh dari wawancara, buku-buku dan literatur lain yang relevan  
dan berhubungan dengan penelitian. 
4. Teknik pengmpulan data 
Guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka 
teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai 
berikut: 
 
 
 
                                                            
19 Ibid., hlm.106. 
 
20 Ibid., 
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a. Dokumentasi 
Pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, 
kutipan, guntingan koran, Salinan Putusan, Memori Banding, dan 
bahan referensi lain).21  
b. Wawancara (interview)  
Wawancara ini dilakukan untuk menguatkan data yang diperoleh. 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan 
dengan maksud menjaring informasi atau data melalui interaksi 
verbal/lisan22. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara 
terstruktur, dimana peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi 
apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan 
wawancara peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa 
pertanyaan-pertanyaan tertulis23.  Peneliti menggunakan metode ini 
untuk menggambarkan secara menyeluruh tentang kesesuaian data 
dari awal gugatan diajukan sampai pada tahap putusan. Dan disertai 
dengan dasar-dasar pemikiran hakim dalam memberikan putusan. 
5. Analisis Data 
Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap selanjutnya adalah tahap 
analisis data. Pada tahap ini data akan diolah untuk memperoleh 
                                                            
21 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)  dikutip dari https://kbbi.web.id/dokumentasi 
diakeses 30 Januari 2017. 
 
22 Suwartono, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014) 
hlm.48 
 
23 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 191. 
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kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan dalam menjawab persoalan-
persoalan yang diajukan dalam rumusan malasah peneliti. Dan kemudian 
diadakan penyajian data untuk ditarik kesimpulan. Adapun metode yang 
digunakan dalam analisa ini adalah metode deduktif, yaitu proses analisis 
yuridis dari hukum serta dilengkapi dengan dasar-dasar akad musyarakah 
yang bersangkutan pada Putusan Perkara Nomor.0749/Pdt.G/ 
2015/PA.Ska untuk mengetahui apa saja yang menjadi sumber hukum 
bagi Hakim dalam memutus Perkara Sengketa Ekonomi Syariah tersebut. 
 
H. Sistematika Pembahasan 
Agar sistematika ini lebih mudah, sebagai gambaran umum dari Bab-Bab 
yang ada dibuat sistematika penulisan sebagai berikut: 
 Bab I berisi pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang 
Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 
Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan sistematika 
Penulisan. 
Bab II memaparkan mengenai teori umum yang berisi pokok 
pembahasan yang digunakan dalam pembahasan penelitian, menyangkut 
Akad Musyarakah, Hak Tanggungan, Sengketa Ekonomi Syariah, Dan 
Peradilan Sengketa Ekonomi Syariah. 
Bab III membahas mengenai penyajian data tentang gambaran umum 
dari Pengadilan Agama Surakarta yang meliputi keadaan geografis 
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Pengadilan Agama Surakarta, sejarah singkat dan analisis umum dari perkara 
Sengketa Ekonomi Syariah Nomor.0749/Pdt.G/2015/PA.Ska. 
Bab VI merupakan uraian dari analisis antara teori dengan praktek 
secara mendalam dari putusan perkara Nomor.0749/Pdt.G/2015/PA.Ska baik 
dari segi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam memutus 
Perkara Ekonomi Syariah dan segi analisis putusan hakim berdasarkan dasar-
dasar hukum yang digunakan untuk memutus perkara ekonomi syariah yang 
berkaitan dengan Hak Tanggungan.  
Bab V penutup. Pada bab ini adalah berisi kesimpulan dan dilengkapi 
dengan saran-saran. Dalam bab ini peneliti akan menguraikan mengenai 
kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang ada. 
 
BAB II 
 
TEORI UMUM TENTANG AKAD MUSYARAKAH, HAK 
TANGGUNGAN, DAN PENANGANAN SENGKETA EKONOMI 
SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA 
 
A. Akad Musyarakah 
1. Pengertian Akad Musyarakah 
 Menurut pengertian umum, akad adalah segala sesuatu yang 
dilaksanakan dengan perikatan antar dua pihak atau lebih melalui proses 
ijab kabul yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang memiliki 
akibat hukum kepada para pihak dan obyek yang diperjanjikan.1 
 Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syirkah (musyarakah) 
adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, 
keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian 
keuntungan berdasarkan nisbah.2 
2. Rukun Dan Syarat Akad Musyarakah 
 Untuk sah nya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang 
merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad tersebut adalah: 
a. Al-aqid atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, 
atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan 
perbuatan hukum. 
                                                            
1 Muhamad Asro dan Muhamad Kholid, Fiqh Perbankan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 
hlm.73. 
 
2Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah,(Jakarta: Kencana, 2012), hlm.220.  
b. Shighat atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab 
dan kabul. Dalam akad jual beli, ijab adalah ucapan yang diucapkan 
oleh penjual, sedangkan kabul adalah ucapan setuju atau rela yang 
berasal dari pembeli. 
c. Al-ma’qud alaih atau obyek akad. Obyek akad adalah amwal atau jasa 
yang dihalalkan yang dibutuhkkan masing-masing pihak. 
d. Tujuan Pokok Akad. Tujuan pokok akad itu jelas dan diakui 
syara’dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang 
dilakukan 3. 
 Beberapa syarat musyarakah menurut Ustmani yang dikutip Ascarya, 
antara lain: 
a. Syarat Akad. Karena musyarakah merupakan hubungan yang dibentuk 
oleh para mitra melalu kontrak/akad yang disepakati bersama, maka 
para mitra usaha harus memenuhi syarat pelaku akad, akad harus 
dilaksanaan atas persetujuan para pihak tanpa adanya tekanan, 
penipuan, atau penggambaran yang keliru, dan sebagainya. 
b. Pembagian Proporsi Keuntungan. Dalam pembagian proporsi 
keuntungan harus dipenuhi hal-hal sebagai berikut: 
- Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada mitra usaha harus 
disepakati sejak awal. 
                                                            
3 Ibid., hlm.72-73. 
- Rasio/nisbah keuntungan masing-masing mitra usaha harus 
ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari 
usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. 
c. Dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat 
dari para ahli hukum Islam sebagai berikut: 
- Imam Malik dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa proporsi 
keuntungan dibagi antara mereka menurut kesepakan yang 
ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal 
yang disertakan. 
- Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula 
berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan. 
- Imam Abu Hanifa, yang dapat dikatakan sebagai tengah-tengah, 
berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi 
modal dari kondisi normal. Namun demikian, mitra yang 
memutuskan menjadi sleeping partner, proporsi keuntungan tidak 
boleh melebihi proporsi modalnya. 
d. Pembagian Kerugian. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap 
mitra menanggung kerugian sesuai dengan proporsi investasinya. 
e. Sifat Modal. Sebagian besar ahli hukum Islam berpendapat bahwa 
modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra harus dalam bentuk 
modal likuid. Hal ini berarti bahwa akad musyarakah hanya dapat 
dengan uang dan tidak dapat dengan komoditas. 
f. Manajemen Musyarakah. Prinsip normal dari musyarakah bahwa 
setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan 
bekerja untuk perusahaan patungan ini. Namun demikian, para mitra 
dapat pula sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh 
salah satu dari mereka, dan mitra lain tidak akan menjadi bagian dari 
manajamen musyarakah.  Dalam kasus seperti ini sleeping partners 
akan memperoleh bagian keuntungan sebatas investasinya, dan 
proporsi keuntungannya hanya terbatas proporsi penyertaan modal. 
g. Penghentian Musyarakah. Musyarakah akan berakhir jika salah satu 
peristiwa terjadi, yaitu: 
- setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri musyarakah kapan saja 
setelah menyampaikan pemberitahuan kepada mitra lain mengenai 
hal ini. 
- Jika salah seorang mitra meninggal pada saat musyarakah berjalan, 
kontrak dengan almarhum tetap berakhir/dihentikan. Ahli warisnya 
memiliki pilihan untuk menarik bagian modalnya atau meneruskan 
kontrak musyarakah. 
- Jika salah satu mitra menjadi hilang ingatan atau menjadi tidak 
mampu melakukan transaksi komersial, maka musyarakah berakhir.4 
3. Dasar Hukum Akad Musyarakah 
Dasar hukum musyarakah Q.S Shad 38:24 
                                                            
4 Ibid., hlm.221-223. 
“Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu 
sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-
orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat 
sedikitlah mereka ini." Dan firman Allah SWT Q.S An-Nisaa’ 4:12: 
“mereka itu dalam sepertiga” 
Adapun dalil sunah adalah: Dari Abi Hurairah r.a yang rafa’kan 
kepada Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW bersabda, “sesungguhnya Allah 
berfirman, “Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, 
selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Aku 
akan keluar dari persekutuan tersebut apabila selah seorang 
mengkhianatinya”. (H.R Abu Dawud dan hakim dan mensahihkan 
sanadnya). 
Maksudnya Allah akan menjaga dan menolong dua orang yang 
bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah 
seorang yang bersekutu itu mengkhianati temannya, Allah SWT akan 
menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.5 
 
B. Hak Tanggungan 
1. Pengertian Hak Tanggungan  
 Dalam Pasal 1 ayat (1)  Udang-undang Nomor. 4 Tahun 1996 
disebutkan pengertian Hak Tanggungan. Yang dimaksud dengan Hak 
Tanggungan adalah, “hak jaminan yang dibebankan atas tanah 
                                                            
5 Ibid., hlm.223-224. 
 
sebagaimana yang dimaksud dalam Udang-undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria berikut atau tidak berikut 
benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk 
pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan 
kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya”6  
2. Subyek Hak Tanggungan 
 Subyek Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 9 
Undang-undang Nomor. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Dalam 
kedua pasal itu ditentukan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum 
dalam pembebanan Hak Tanggungan adalah pemberi Hak Tanggungan 
dapat perorangan atau badan hukum, yang mempunyai kewenangan untuk 
melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan. Pemegang 
Hak Tanggungan terdiri dari perorangan atau badan hukum yang 
berkedudukan sebagai pihak berpiutang. Biasanya dalam hal praktik 
pemberi Hak Tanggungan disebut dengan debitur, yaitu orang 
meminjamkan uang dilembaga perbankan, sedangkan penerima hak 
tanggungan disebut dengan istilah kreditur, yaitu orang atau badan hukum 
yang berkedudukan sebagai pihak berpiutang.7 
3. Obyek Hak Tanggungan 
                                                            
6 Undang-undang Republik Indosenia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan 
Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Pasal 1 (Lembar Negara 
Republik Indonesi Atahun  1996 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 
Nomor 3632). 
 
7 Salim, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia (Jakarta: Rajawai Pers, 2012), 
hlm.103. 
 Pada dasarnya tidak setiap hak atas tanah yang dapat dijadikan 
jaminan utang, tetapi hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan harus 
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
a. Dapat dinilai dengan uang, karena utang yang dijamin berupa uang. 
b. Termasuk hak yang didaftar dalam daftar umum, karena harus 
memenuhi syarat publisitas. 
c. Mempunyai sifat dapat dipindahtangankan, karena apabila debitur 
cedera janji benda yang dijadikan jaminan utang akan dijual dimuka 
umum. 
d. Memerlukan penunjukan dengan Undang-undang. 
 Di dalam KUHPerdata dan ketentuan-ketentuan mengenai  crediet 
verband  dalam Stastsblad 1908-542 sebagaimana telah diubah dengan 
Staatsblad 1937-190, telah diatur tentang obyek hipotek dan 
credietverband. Obyek hipotek dan credietverband hanya meliputi hak-
hak atas tanah saja tidak meliputi benda-benda yang melekat dengan 
tanah, seperti bangunan, tanaman segala sesuatu diatas tanah. Namun 
dalam Undang-undang Nomor. 4 Tahun 1996 telah ditambah dan 
dilengkapi dengan hak-hak lainnya. Dalam Pasal 4 sampai Pasal 7 
Undang-undang Nomor. 4 Tahun 1996 telah ditunjuk secara tegas hak 
atas tanah yang dapat dijaminkan dengan Hak Tanggungan, yaitu: 
- Hak milik. 
- Hak guna usaha. 
- Hak guna bangunan. 
- Hak pakai, baik hak milik maupun hak atas negara. 
- Hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah 
ada atau akan ada merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dan 
merupakan hak milik pemegang hak atas tanah yang pembebannya 
dengan tegas dan dinyatakan di dalam akta pemberian hak atas tanah 
yang bersangkutan.8  
4. Hapusnya Hak Tanggungan  
 Dari ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Hak Tanggungan 
diketahui ada 4 (empat) peristiwa atau hal yang dapat menjadi penyebab 
berakhirnya atau hapusnya Hak Tanggungan yaitu: 
- Hapusnya utang yang dijamin. 
- Dilepaskannya Hak Tanggungan.  
- Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat 
kreditur. 
- Hapusnya hak atas tanah yang dijamin9. 
 Ditegaskan dalam penjelasan Pasal 18 Ayat (1) UUHT, bahwa sesuai 
dengan sifat accessoir dari Hak Tanggungan, maka adanya Hak 
Tanggungan tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. 
Apabila piutangnya tersebut hapus karena pelunasan atau sebab-sebab lain, 
                                                            
8 Ibid., hlm.104-105. 
 
9 Undang-undang Republik Indosenia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan 
Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Pasal 18 Ayat (1) (Lembar 
Negara Republik Indonesi Atahun  1996 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik 
Indonesia Nomor 3632) 
 
dengan sendirinya Hak Tanggungan yang bersangkutan menjadi putus 
juga.10   
5. Eksekusi Atas Benda Obyek Hak Tanggungan 
 Salah satu ciri Hak Tanggungan sebagai lembaga hak jaminan atas 
tanah yang kuat, yaitu mudah dan pasti dalam pelaksanaannya. Karena hak 
eksekusi obyek Hak Tanggungan berada ditangan kreditur (pemegang Hak 
Tanggungan)11. 
 Ketentuan dalam Pasal 20 Ayat (1) UUHT menyatakan: 
Apabila debitur cedera janji, maka berdasarkan: 
- Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak 
Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau  
- Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan 
dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam 
peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak 
Tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditur-kreditur lainnya12. 
 Sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 20 Ayat (1) Undang-
undang Nomor.4 Tahun 1996, bahwa cara eksekusi Hak Tanggungan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 20, yang menjelaskan: “merupakan 
                                                            
10 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 
hlm.483. 
 
11 Ibid., hlm.490. 
 
12 Undang-undang Republik Indosenia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan 
Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Pasal 20 Ayat (1) (Lembar 
Negara Republik Indonesi Atahun  1996 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik 
Indonesia Nomor 3632) 
 
perwujudan dari kemudahan yang disediakan oleh Undang-undang Hak 
Tanggungan bagi para kreditur pemegang Hak Tanggungan dalam hal 
harus dilaksanakan eksekusi13”. 
 Dalam rangka memberikan kemudahan pelaksanaan eksekusi obyek 
Hak Tanggungan kepada kreditur pemegang Hak Tanggungan diberikan 
hak atas kekuasaannya sendiri untuk melaksanakan eksekusi Hak 
Tanggungan bila debitur cidera janji sebagaimana ditentukan dalam, Pasal 
6 Undang-undang Nomor.4 Tahun 1996. Ketentuan dalam pasal 6 
Undang-undang Nomor.4 Tahun 1996, memberikan hak kepada kreditur 
(pemegang Hak Tanggungan) pertama untuk menjual obyek Hak 
Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta 
mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut bila debitur 
cedera janji. 
 Melalui Pasal 6 Undang-undang Nomor.4 Tahun 1996, pembuat 
Undang-undang bermaksud untuk memberikan suatu kedudukan yang kuat 
kepada pemegang Hak Tanggungan, yaitu dengan memberikan suatu hak 
yang sangat ampuh, yang disebut parate eksekusi. Karena yang diberikan 
itu berupa hak, maka dalam hukum berlaku prinsip: “terserah kepada 
pemilik hak akan menggunakannya atau tidak”. Tidak ada larangan untuk 
tidak memanfaatkan hak yang diberikan kepada orang atau pihak tertentu. 
 Dari Angka 8 penjelasan umum atas Undang-undang Nomor.4 Tahun 
1996 diatas dapat diketahui, bahwa menurut pembentuk Undang-undang 
                                                            
13 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan..., hlm.490-491. 
Hak Tanggungan, ketentuan dalam pasal 224 HIR/258 RBg mengatur 
mengenai lembaga parate eksekusi. Sesungguhnya eksekusi obyek Hak 
Tanggungan yang didasarkan kepada Pasal 224 HIR/258 RBg bukanlah 
merupakan parate eksekusi, melainkan merupakan eksekusi Hak 
Tanggungan yang didasarkan kepada titel eksekutorial, sebab parate 
eksekusi merupakan pelaksanaan eksekusi tanpa melalui bantuan 
pengadilan. 
 Kurang tepat kalau eksekusi eks Pasal 224 HIR seperti yang dikatakan 
dalam penjelasan Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) disebut 
sebagai parate eksekusi. Sebetulnya eksekusi sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 224 HIR itu eksekusi yang didasarkan kepada titel 
eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan. 
 Parate eksekusi itu dilaksanakan tanpa meminta fiat dari Ketua 
Pengadilan Negeri. Karenanya pelaksanaan parate eksekusi tidak 
mendasarkan kepada ketenuan dalam Pasal 224 HIR dan 258RBg 
sebagaiman disebutkan dalam penjelasan umum Angka 9 dan penjelasan 
Pasal 14 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor.4 Tahun 1996. 
 Pasal 6 Undang-undang Nomor.4 Tahun 1996 memberikan 
kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual 
obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum 
serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut, 
apabila debitur cedera janji. Pemegang Hak Tanggungan pertama tidak 
perlu meminta persetujuan terlebih dahulu dari pemberi hak tanggungan 
dan tidak perlu pula meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri 
setempat untuk melakukan eksekusi tersebut. Cukuplah apabila pemegang 
Hak Tanggungan pertama itu mengajukan permohonan kepada Kepala 
Kantor Lelang Negara setempat untuk pelaksanaan pelelangan umum 
dalam rangka eksekusi obyek Hak Tanggungan tersebut. Karena 
kewenangan pemegang Hak Tanggungan pertama itu merupakan 
kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang, Kepala Kantor Lelang 
Negara harus menghormati dan mematuhi kewenangan tersebut. 
 Selain itu, pelaksanaan eksekusi obyek Hak Tanggungan juga dapat 
didasarkan kepada titel eksekutorial sebagaimana tercantum dalam 
sertifikat Hak Tanggungan. Sertifikat Hak Tanggungan dapat menjadi 
dasar pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan. Disamping berfungsi 
sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, sertifikat Hak Tanggungan 
juga berguna sebagai dasar pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan bila 
debitur cedera janji. Dengan menggunkan titel eksekutorial sebagaimana 
termuat dalam sertifikat Hak Tanggungan, bila debitur (pemberi Hak 
Tanggungan) cedera janji, maka kreditor pemegang hak tanggungan 
(pertama) dapat melakukan penjualan obyek Hak Tanggungan yang 
bersangkutan untuk mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan 
obyek Hak Tanggungan tersebut. 
 Dengan menunjukan bukti, bahwa debitur ingkar janji dalam 
memenuhi kewajibannya, diajukan permohonan eksekusi oleh kreditur 
(pemegang hak tanggungan) kepada Ketua Pengadilan Negeri, dengan 
menyerahkan sertifikat Hak Tanggungan yang bersangkutan sebagai 
dasarnya. Eksekusi akan dilaksanakan atas perintah dan dengan pimpinan 
Ketua Pengadilan Negeri tersebut, melalui pelelangan umum yang 
dilakukan oleh Kantor Lelang Negara. 
 Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, eksekusi terhadap obyek 
Hak Tanggungan dapat dilakukan serta merta dengan meminta bantuan 
kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat bila debitur cedera janji dan 
disertai dengan syarat bahwa piutang yang dibebani dengan hak 
tanggungan tersebut harus ada atau sudah matang untuk ditagih. 
Selanjutnya cukup dengan menyerahkan sertififkat Hak Tanggungan 
kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang nanti dijadikan sebagai dasar 
pelaksanaan eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan disertai dengan 
bukti bahwa debitur telah ingkar janji.14 
 
C. Sengketa Ekonomi Syariah 
1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah 
Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau 
kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Sedangkan 
sengketa ekonomi syariah dapat terjadi antara: 
a. Para pihak yang bertransaksi mengenai gugatan wansprestasi, gugatan 
pembatalan transaksi. 
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b. Pihak ketiga dengan para pihak yang bertransaksi mengenai 
pembatalan transaksi, pembatalan akta Hak Tanggungan, perlawanan 
sita jaminan dan/atau sita eksekusi serta pembatalan lelang. 
c. Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam memeriksa sengketa 
ekonomi syariah harus meneliti akta akad (trasaksi)  yang dibuat oleh 
para pihak, jika dalam akta akad (transaksi) tersebut memuat kausul 
yang berisi bahwa bila terjadi sengketa akan memilih diselesaikan 
oleh Badan Arbitrase syariah (Basyarnas), maka pengadilan 
Agama/Mahkamah syariah secara ex officio harus menyatakan tidak 
berwenang.15 
2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 
 Lahirnya Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan 
Undang-undang Nomor.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah 
membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama 
saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan bahan 
wewenang lembaga Peradilan Agama antara lain dalam bidang Ekonomi 
Syariah. Adapun penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan 
hukum Islam: 
a. Al Sulh (Perdamaian) 
Secara bahasa “sulh” berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut 
istilah “sulh” berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri 
perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara 
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Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku III (jakarta, 2010), hlm.169-170. 
damai. Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk 
mengakhiri suatu perkara. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian damai 
dapat diklasifikasi kepada beberapa hal sebagai berikut: 
a) Hal Yang Menyangkut Subyek 
Tentang subyek atau orang yang melakukan perdamaian harus 
orang cakap bertindak menurut hukum. Selain dari itu orang yang 
melaksanakan perdamaian harus orang yang mempunyai kekuataan 
atau mempunyai kewenangan untuk melepaskan haknya atau hal-
hal yang dimaksudkan dalam perdamaian tersebut. Belum tentu 
setiap orang yang cakap bertindak mempunyai kekuasaan atau 
wewenang. Orang yang cakap bertindak menurut hukum tetapi 
tidak mempunyai wewenang untuk memiliki seperti pertama: wali 
atas harta benda orang yang berada dibawah perwaliannya, kedua: 
pengampu atas harta benda orang yang berada di bawah 
pengampuannya, ketiga: nazir (pengawas) wakaf atas hak milik 
wakaf atas hak milik wakaf yang ada dibawah pengawasannya. 
b) Hak Yang Menyangkut Obyek 
Tentang obyek dari perdamaian harus memenuhi ketentuan, yakni 
pertama: berbentuk harta, baik berwujud maupun yang tidak 
berwujud seperti hak milik intelektual, yang dapat dinilai atau 
dihargai, dapat diserah terimakan dan bermanfaat, kedua: dapat 
diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran dan 
ketidakjelasan, yang pada akhirnya dapat pula melahirkan 
pertikaian baru terhadap obyek yang sama. 
c) Persoalan yang boleh didamaikan  
Para ahli hukum Islam sepakat bahwa hal-hal yang dapat dan boleh 
didamaikan hanya dalam bentuk pertikaian harta benda yang dapat 
dinilai dan sebatas hanya kepada hak-hak manusia yang dapat 
diganti. Dengan kata lain, persoalan perdamaian itu hanya 
diperbolehkan dalam bidang muamalah saja, sedangkan hal-hal 
yang menyangkal hak-hak Allah tidak dapat didamaikan. 
d) Pelaksanaan Perdamainan 
Pelaksanaan perjanjian damai bisa dilaksanakan dengan dua cara, 
yakni diluar sidang pengadilan atau melalui sidang pengadilan. 
Diluar sidang pengadilan, penyelesaian sengketa dapat 
dilaksanakan baik oleh mereka sendiri (yang melakukan 
perdamaian) tanpa melibatkan pihak lain, atau meminta bantuan 
orang lain untuk menjadi penengah (wasit), itulah yang kemudian 
disebut dengan arbitrase, atau dalam syariat Islam disebut dengan 
hakam. 
Pelasksanaan perjanjian damai melalui sidang pengadilan 
dilangsungkan pada saat perkara sendang diproses dalam sidang 
pengadilan. Didalam ketentuan perundang-undangan ditentukan 
bahwa sebelum perkara diproses, atau dapat juga selama diproses 
bahkan sudah diputus oleh pengadilan tetapi belum mempunyai 
kekuatan hukum tetap, hakim harus menganjurkan agar para pihak 
yang bersengketa supaya damai. Seandaianya hakim berhasil 
mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, maka dibuatlah 
putusan perdamaian, kedua belah pihak yang melakukan 
perdamaian itu dihukum untuk mematuhui perdamaian yang telah 
mereka sepakati. 
Perjanjian perdamaian yang dilaksanakan sendiri oleh kedua belah 
pihak yang berselisih atau bersengketa, dalam praktek dibeberapa 
Negara Islam, terutama dalam hal per Bankan Syariah disebut 
dengan “tafawud” dan “taufiq” (perundingan dan penyesuaian). 
Kedua hal yang terakhir ini biasanya dipakai dalam mengatasi 
persengketaan antara intern Bank, khususnya Bank dan Lembaga-
Lembaga Keuangan Pemerintah.  
3. Tahkim (Arbitrase) 
Dalam prespektif Islam, “arbitrase” dapat dipadankan dengan istilah 
“tahkim”. Tahkim sendiri berasal dari kata “hakkama”. Secara 
etimologi tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah 
suatu sengketa. Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama 
dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan 
seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau 
lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang 
yang menyelesaikan disebut dengan”Hakam”. 
Sebab hukum Islam melembagakan tahkim sebagai tatanan yang 
positif karena tahkim (arbitrase) mengandung nilai-nilai positif dan 
konstruktif sebagai berikut: 
- Kedua pihak menyadari sepenuhnya perlunya menyelesaikan yang 
terhormat dan bertanggung jawab. 
- Secara sukarela mereka menyerahkan penyelesaian sengketa itu 
kepada orang atau lembaga yang disetujui dan dipercayai. 
- Secara sukarela mereka akan melaksanakan putusan dan arbiter, 
sebagai konsekuensi atas kesepakatan mereka mengangkat arbiter, 
kesepakatan mengandung janji dan janji itu harus ditepati. 
- Mereka menghargai hak orang lain, sekalipun orang lain itu adalah 
lawannya. 
- Mereka tidak ingin merasa benar sendiri dan mengabaikan 
kebenaran yang mungkin ada pada orang lain. 
- Mereka memiliki kesadaran hukum dan sekaligus kesadaran 
bernegara/bermasyarakat, sehingga dapat dihindari tindakan main 
hakim sendiri (eigenrechting). 
- Sesungguhnya pelaksanaan tahkim/arbitrase itu di dalamnya 
mengandung makna musyawarah dan perdamaian. 
4. Wilayat Al-Qadha (Kekuaasaan Kehakiman) 
a) Al-Hisbah 
Al-Hisbah adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang 
untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan 
yang menurut sifatntya tidak memerlukan proses peradilan untuk 
menyelesaikannya. Kekuata Al-Hisbah ini hanya terbatas pada 
pengawasan terhadap penunaian kebaikan dan melarang orang dari 
kemunkaran. 
b) Al-Madzalim 
Badan ini dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang-orang 
teraniaya akibat sikap semena-mena dari pembesar negara atau 
keluarganya, yang biasanya sulit untuk diselesaikan oleh 
pengadilan biasa dan kekuasaan hisbah. Kewenangan yang dimiliki 
oleh lembaga ini adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran 
hukum yang dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah seperti 
sogok-menyogok, tindakan korupsi dan kebijakkan pemerintah 
yang merugikan masyarakat. Orang yang berwenang 
menyelesaikan perkara ini disebut dengan nama wali al-mudzalim 
atau al-nadlir. Melihat kepada tugas yang dibebankan kepada 
wilayah al-mudzalim ini, maka untuk diangkat sebagai pejabat 
dalam lingkunan al-mudzalim ini haruslah orang yang berani dan 
sanggup melakukan hal-hal yang tidak sanggup dilakukan oleh 
hakim biasa dalam menundukkan pejabat dalam sengketa. 
c) Al-Qadha (Peradilan) 
Menrut arti bahasa, al-qadha berarti memutuskan atau menetapkan. 
Menurut istilah berarti “menentapkan hukum syara’ pada suatu 
peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan 
mengikat”. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini 
adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan 
dengan masalah al-ahwal asy-syakhisiyah (masalah keperdataan, 
termasuk didalamnya hukum keluarga), dan masalah jinayat (yakni 
hal-hal yang menyangkut pidana). Orang yang diberi wewenang 
menyelesaikan perkara di pengadilan disebut dengan qadhi 
(hakim)16. 
3.   Tujuan Penyelesaian Sengketa 
 Tujuan diadakannya penyelesaian sengketa, yaitu agar setiap 
permasalahan yang ada dalam perbankan dapat terselesaikan sehingga 
tidak menimbulkan persengketaan yang berujung ketidak adilan. Dalam 
Islam juga tidak diperbolehkan berselisih yang berkepanjangan karena 
dapat menimbulkan persengketaan. 
Penyelesaian sengketa memiliki prinsip tersendiri agar masalah-
masalah yang ada dapat terselesaikan dengan benar. Diantara prinsip 
tersebut , yaitu: 
a. Adil dalam memutuskan perkara sengketa, tidak ada pihak yang 
merasa dirugikan dalam pengambilan keputusan. 
b. Kekeluargaan. 
c. Win win solution, menjamin kerahasiaan sengketa para pihak. 
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d. Menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan.17 
 
D. Peradilan Ekonomi Syariah 
1. Hal-Hal Yang Harus Dilakukan Terlebih Dahulu Dalam Menangani 
Perkara Perbankan Syariah 
 Sebagaimana lazimnya dalam menangani setiap perkara yang diajukan 
kepadanya, hakim selalu dituntut memepelajari terlebih dahulu perkara 
tersebut secara cermat untuk mengetahui substansinya serta hal ikhwal 
yang senantiasa ada menyertai substansi perkara tersebut. Hal ini perlu 
dilakukan guna menentukan arah jalannya pemeriksaan perkara tersebut 
dalam proses persidangan nantinya nantinya. Untuk itu hakim harus sudah 
mempunyai resume tentang perkara yang ditanganinya sebelum 
dimulainya proses pemeriksaan di persidangan. Berkaitan dengan hal 
tersebut, dalam hal memeriksaan perkara ekonomi syariah khususnya 
perkara perbankan syariah ada beberapa hal penting yang harus dilakukan 
terlebih dahulu sebelum proses di persidangan dimulai. Adapun hal-hal 
penting yang harus dilakukan terlebih dahulu tersebut antara lain: 
- Pastikan lebih dahulu perkara tersebut bukan perkara perkara perjanjian 
yang mengandung klausula arbitrase. 
- Pelajari secara cermat perjanjian (akad) yang mendasari kerja sama 
antara pihak. 18 
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2. Prinsip Utama Dalam Menangani Perkara Perbankan Syariah 
 Adapun prinsip utama yang harus benar-benar dipahami dan 
diperhatikan dalam menangani perkara perbankan syariah khususnya dan 
perkara bidang ekonomi syariah pada umumnya bahwa dalam proses 
penyelesaian perkara tersebut sama sekai tidak boleh bertentangan dengan 
prinsip syariah. Oleh karena itu jika terjadi sengketa berkaitan dengan 
kegiatan usaha tersebut jelas tidak mungkin diselesaikan dengan cara-cara 
yang justru bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini penting 
diingatkan dan dipahami karena seperti diketahui hukum formil, dan 
bahkan mungkin sebagian hukum materiil, dalam hal ini seperti HIR/R.Bg, 
Rv dan KUH Perdata (BW), yang akan digunakan dalam menyelesaikan 
sengketa perbankan syariah di lingkungan peradilan agama, pada awalnya 
memang bukan dibuat dengan tujuan untukk menegakkan dan melindungi 
hukum materiil Islam. Oleh karena itu, meskipun ketentuan-ketentuan 
hukum tersebut secara umum tidak banyak yang bertentangan dengan 
hukum Islam, tetapi tidak mustahil masih ada bagian-bagian dari 
ketentuan-ketentuan tersebut yang apabila diterapkan apa adanya justru 
akan bertentangan atau dianggap tidak relevan dengan prinsip syariah yang 
menjadi dasar perbankan syariah dalam menjalankan segala aktivitasnya 
sehingga hal itu menimbulkan persoalan baru.19 
 
                                                                                                                                                                  
18 Cik Basir, Penyelesaia Sengketa Ekonomi Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 
2009), hlm.145-147. 
 
19 Ibid., hlm.149. 
3. Prosedur Pemeriksaan Perkara Perbankan Syariah 
 Apabila penyelesaian melaluui kedua bentuk perdamaian tersebut 
tidak berhasil, dimana kedua belah pihak ternyata tidak menemui kata 
damai maka sesuai dengan ketentuan Pasal 155 R.Bg atau Pasal 131 HIR 
Ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 Ayat (2) PERMA hakim harus melanjutkan 
pemerikasaan perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang 
berlaku. Dengan demikian, perkara tersebut akan diperiksa dan 
diselesaikan melalui proses persidangan (litigasi) sebagaimana mestinya. 
 Penyelesaian perkara perbankan syariah dilingkunagan Peradilan 
Agama akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata 
sebagaimana yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum. Artinya setelah 
upaya damai ternyata tidak berhasil maka hakim harus melanjutkan proses 
pemeriksaan perkara tersebut dipersidangan sesuai dengan ketentuan 
hukum acara perdata dimaksud. Dengan demikian dalam hal ini proses 
pemeriksaan perkara tersebut akan berjalan sebagaimana lazimnya proses 
pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan yang secara umum akan 
dimulai dengan pembacaan surat gugata penggugat, lalu disusul dengan 
proses jawab menjawab yang akan diawali dengan jawaban dari pihak 
tergugat, kemudian replik penggugat, dan terakhir duplik dari pihak 
tergugat. 
 Setelah proses jawab menjawab tersebut selesai, lalu persidangan 
dilanjutkan dengan acara acara pembuktian. Pada tahap pembuktian ini 
kedua belah pihak berperkara masing-masing mengajukan bukti-buktinya 
guna mendukung dalil-dalil yang telah dikemukakan di persidangan. 
Setelah masing-masing pihak mengajukan bukti-buktinya, lalu tahap 
berikutnya adalah kesimpulan dari para pihak yang merupakan tahap akhir 
dari proses pemeriksaan perkara persidangan. 
 Setelah seluruh tahap pemeriksaan perkara di persidnagan selesai, 
hakim melanjutkan kerjanya untuk mengambil putusan dalam rangka 
mengadili atau memberikan keadilan dalam perkara tersebut. Untuk itu 
tindakan selanjutnya yang harus dilakukan hakim dalam memeriksan dan 
mengadili perkara tersebut adalah melakukan konstatir (menguji benar 
tidaknya peristiwa atau fakta yang diajukan para pihak melalui pembuktian 
menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian), 
meng-kualifisir (menilai peristiwa atau fakta yang telah terbukti itu 
termasuk hubungan hukum apa dan menemkan hukumnya bagi peristiwa 
yang telah di konstatir), dan meng-konstituir (menetapkan hukum atas 
perkara tersebut) guna menemukan hukum dan menegakkan keadilan atas 
perkara tersebut untuk kemudian disusun dalam suatu putusan (vonnis) 
hakim.20 
4. Sumber Hukum Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah 
Perlu diuraikan sumber-sumber hukum dalam menyelesaikan 
Sengketa Ekonomi Syariah, antara lain sebagai berikut: 
a. Sumber Hukum Acara 
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Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk mengadili 
Sengketa Ekonomi Syariah adalah hukum acara yang berlaku dan 
dipergunakan pada lingkungan Peradilan Umum. Ketentuan ini sesuai 
dengan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor.7 Tahun 1989 Jo. 
Undang-undang Nomor.3 Tahun 2006. Dan juga terdapat dalam 
berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia 
dan dijadikan pedoman dalam praktek Peradilan di Indonesia. 
b. Sumber Hukum Materil 
a) Nash Al-Qur’an 
Dalam Al-Qur’an terdapat berbagai ayat yang membahas tentang 
ekonomi berdasarkan prinsip syariah yang dapat dipergunakan 
dalam menyelesaikan berbagai masalah ekonomi dan keuangan 
baik secara mikro maupun makro, terutama tentang prinsip-
prinsip dasar keadilan dan pemerataan, serta berupaya selalu siap 
untuk memenuhi transaksi ekonomi yang dilakukannya selama 
tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. 
b) Nash Al-Hadits 
Melihat kepada kitab-kitab hadits yang disusun oleh para ulama 
ahli hadits dapat diketahui bahwa banyak sekali hadits Rasulullah 
SAW yang berkaitan langsung dengan kegiatan Ekonomi Syariah 
dan Keuangan Islam. Oleh karena itu mempergunakan Al-Hadits 
sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan Sengketa Ekonomi 
Syariah sangat dianjurkan kepada pihak-pihak yang berwenang. 
c. Peraturan Perundang-undangan 
Banyak sekali aturan hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan 
perundang-undangan yang mempunyai titik singgung dengan Undang-
undang Nomor. 3 Tahun 2006 ini. Oleh karena itu hakim Peradilan 
Agama harus mempelajari dan memahaminya untuk dijadikan 
pedoman dalam memutuskan perkara Ekonomi Syariah. Aqad 
Perjanjian Menurut taufiq yang dikutip oleh Nurul HAK, dalam 
mengadili perkara Sengketa Ekonomi Syariah sumber hukum pertama 
adalah perjanjian, sedangkan yang lain merupakan pelengkap saja. 
Berdasarkan pasal 1244, 1245 dan 1246 KUH Peradata, apabila salah 
satu pihak melakukan ingkar janji (wansprestasi) atau perbuatan 
melawan hukum, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti 
rugi yang berupa pemulihan prestasi, ganti rugi, biaya dan bunga. 
Dalam hukum Islam, perbuatan melawan hukum dikenal dengan 
istilah “perbuatan yang membahayakan” atau “Al Fi’il al Dhaar”, 
maka  bagi seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum 
diminta untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Jadi dalam 
hukum Islam bagi pihak deitur/kreditur yang melakukan perbuatan 
melawan hukum dapat dikenakan ganti rugi dan atau denda ukuran 
yang wajar dan seimbang dengan kerugian yang ditimbulkan dan tidak 
mengandun unsur ribawi. 
 
 
d. Fiqh Dan Ushul Fiqh, 
Fiqih merupakan sumber hukum yang dapat dipergunakan dalam 
menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah. Sebagian besar kitab-kitab 
fiqh yang muktabar berisi berbagai masalah muamalah yang dapat 
dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah Ekonomi Syariah. 
Selain itu, perlu juga dipahami berbagai kaidah fiqh, sebab kaidah-
kaidah ini sangat berguna dalam menyelesaikan perkara. Kaidah fiqh 
terkandung prinsip-prinsip fiqh yang bersifat umum dalam bentuk teks 
pendek yang mengandung hukum umum yang sesuai dengan bagian-
bagiannya. Kaidah fiqh ini berisi kaidah-kaidah hukum yang bersifat 
Kulliyah yang diambil daripada dalil-dalil Kulli, yaitu dalil-dalil Al-
Qur’an  dan As-Sunnah.  
e. Adat Kebiasaan 
Dalam Islam tidak menjelaskan semua persoalan hukum, terutama 
dalam bidang muamalah di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Islam 
hanya meletakkan prinsip-prinsip umum yang dapat dijadikan pedoman 
oleh para mujtahid untuk berijtihad menentukan hukum terhadap 
masalah-masalah baru sesuai dengan tuntunan zaman. Inilah 
diantaranya yang menjamin eksistensi dan fleksibelitas hukum Islam. 
Jika masalah-masalah baru yang timbul saat ini tidak ada dalilnya 
dalam Al-Qur’an  dan As-Sunnah, serta tidak ada prinsip-prinsip umum 
yang dapat disimpulkan dari peristiwa itu, maka dibenarkan untuk 
mengambil dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sepanjang 
nilai-nilai itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal-hal yang 
baik menjadi kebiasaan, berlaku dan diterima secara umum serta tidak 
berlawanan dengan prinsip-prinsip syariah itulah Urf. 
f. Yurisprudensi 
Yurisprudensi ini dapat dipergunakan sebagai bahan perbandingan 
dalam pemeriksaan dan memutus perkara Ekonomi Syariah21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
21Nurul HAK, Ekonomi Bisnis Islam Hukum Bisnis Syariah Mengupas Ekonomi Islam, 
Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syariah, 
(Yogyakarta: SUKSES Offset, 2011.), hlm.199-217.  
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BAB III 
GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SURAKARTA DAN 
ANALISIS UMUM DARI PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH 
NOMOR. 0749/Pdt.G/2015/PA.Ska 
 
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Surakarta 
1. Keadaan Geografis Pengadilan Agama Surakarta 
Pengadilan Agama Surakarta adalah badan peradilan dibawah 
Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dalam tugas dan fungsinya 
memiliki visi mendukung Mahkamah Agung Republik Indonesia 
mewujudkan badan peradilan Indonesia yang Agung. 
Didalam melaksanakan tugas sehari-hari Pengadilan Agama 
Surakarta menempati gedung yan gtelah sesuai prototipe Mahkamah 
Agung Republik Indonesia yang dibangun pada tahun 2009 seluas 1.000 
M2 diatas tanah seluas 741 M2 terletak di jalan Veteran No. 273 Telp. 
(0271) 636270 fax. 0271-643643 Kelurahan Serengan Kec. Serengan 
Kota Surakarta, adapun status gedung dan tanah adalah milik Pemerintah 
Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia. 
Secara astronomis Kota Surakarta terletak di antara110º 45’15” 
dan 110º 45’35” Bujur Timur 70º 36’ dan 70º 56’ Lintang Selatan.Yang 
berdasarkan Data Statistik Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2016 
sebagai berikut bahwa Kota Surakarta yang lebih dikenal dengan “KOTA 
SOLO” secara umum merupakan daerah dataran rendah pada ketinggian
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tempat sekitar 95 m dpl, dengan luas 44,1 km2 (0,14 % dari luas Jawa Tengah) 
Surakarta berada sekitar 65 km timur laut Yogyakarta dan 100 km tenggara 
Semarang, di antara Gunung Merapi (tinggi 3115 m) di bagian barat, dan Gunung 
Lawu (tinggi 2806 m) di bagian timur. Agak jauh di selatan terbentang pegunungan 
sewu. Tanah di sekitar kota ini subur karna dilalui oleh Bengawan Solo, sungai 
terpanjang di Jawa, dengan beberapa anak sungainya. Berdasarkan Data Agregat 
Kependudukan per Kecamatan yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Kota Surakarta pada 
semester 1 tahun 2017 memiliki jumlah penduduk 562,269jiwa, terdiri dari 276,685 
laki-laki dan 285,584 perempuan. Jika dibandingkan dengan kota lain di Indonesia, 
Kota Surakarta merupakan Kota terpadat di Jawa Tengah yaitu posisi ke 8 terpadat di 
Indonesia, dengan luas wilayah ke 13 terkecil, dan populasi terbanyak ke-22 dari 93 
kota otonom dan 5 kota administratif di Indonesia1. 
2. Sejarah Pengadilan Agama Surakarta 
Surakarta adalah bekas daerah Swapraja (Voorsten Landen). Daerah kerajaan 
Jawa dari daerah Keraton Kartosuro. Yang ketika ada gegeran pemberontakkan 
orang-orang cina sehingga Keraton dapat diduduki oleh pemberontak, Keraton 
terpaksa dipindahkan dari Kartosuro ke Desa Sala, yang kemudian dinamakan 
Surakarta Hadiningrat. Raja yang memerintah bergelar:  Sri Susuhan Pakubuwono 
Senopati hing Ngalogo, Khaliratullah Sayidin Panatep Panata Agama. Semula 
wilayah kerajaannya meliputi juga wilayah kesultanan Yogyakarta. Tetapi setelah 
terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas 
Said, atas Politik Belanda guna menghentikan pemberontakan tersebut, Kerajaan 
dipecah-pecah menjadi: 
                                                            
1 Mahkamah Agung, “Pengadilan Agama Surakarta” dikutip dari http://www.pa-
surakarta.go.id/index.php diakses 14 Februari 2018. 
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a. Kasunanan Surakarta. 
b. Kasultanan Yogyakarta. 
Kemudian Daerah Kasunanan Surakarta terpecah lagi menjadi dua, yaitu: 
Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran. Raja yang memerintah Mangkunegaran 
berstatus Adipati (Raja Muda) Mangkunegoro. 
Kerajaaan Surakarta mempunyai susunan Pemerintahan yang mewarisi 
Pemerintahan Kerajaaan Mataram II, Pajang dan Demak. Diantara Aparat 
Pemerintahan terdapat satu Aparat yang disebut “PENGULU” susunan organisasinya 
ke bawah sampai tingkat Kapanewon (Kecamatan) yaitu: 
a. Pengulu Ageng; 
b. Pengulu Kabupaten; 
c. Pengulu Kecamatan/Kawedanan. 
Tugas Pokok Pengulu Ageng di Surakarta, ada 3: 
a. Menjalankan Hukum Syara>’ yang berhubungan dengan ibadah, dsb. Dan 
berwenang membentuk Imam dan Staf Kemasjidan untuk mengurusi tempat 
ibadah (Masjid); 
b. Menjalankan Hukum Syara>’ dalam Pengadilan Serambi menerima, memeriksa 
dan memutus perkara-perkara talak, warisan, wasiat, perkawinan, pembagian 
harta gono–gini (harta bersama) dsb; 
c. Menjalankan urusan Agama pada umumnya, khususnya urusan pekawinan serta 
bertindak sebagai Wali Hakim, dalam suatu lembaga yang diberi nama: 
Yugosworo. 
Pada waktu keluarnya Keputusan Raja Belanda tanggal 19 Januari 1882 No.24 
Stbl 1882 No.152, tentang pembentukan Raad Agama Jawa & Madura Pengulu 
Ageng di Surakarta dijabat oleh K. Pengulu Tafsir Anom ke V. diwisuda oleh 
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Sinuwun Pakubuwono ke II, menjadi Pengulu Ageng Kraton Surakarta pada tanggal 
3 Safar, tahun 1815 C/1883 M dan pada waktu di Surakarta dibentuk Landraad pada 
tanggal 1 Maret 1903, maka beliau (K. Pengulu Tafsir Anom ke V) diangkat menjadi 
Hoofd Pengulu Landrand dengan Keputusan Residen tanggal 7 Januari 1903 No. 4 X. 
Pengadilan Agama di Surakarta mengalami pasang dan surut. Dan sejalan 
dengan adanya perubahan Administrasi Teritorial Pemerintahan RI maka luas 
Wilayah Hukum dari Pengadilan Agama Surakarta pun turut mengalami perubahan. 
Pada semula wilayah Hukum Pengadilan Agama Surakarta, meliputi: 
a. Kotamadya / Dati II Surakarta; 
b. Kabupaten / Dati II Sukoharjo; 
c. Kabupaten / Dati II Karanganyar. 
Pada tahun 1962 di Kabupaten/Dati II Sukoharjo berdiri cabang Pengadilan 
Agama di Sukoharjo (lepas dari Pengadilan Agama Surakata). Kemudian pada tahun 
1963 di Kabupaten Karanganyar berdiri Cabang Pengadilan Agama di Karanganyar 
(lepas dari Pengadilan Agama Surakarta).  
Pada tahun1948 waktu tentara Belanda melakukan aksi militer ke dalam 
wilayah RI termasuk Surakarta. Sedang Pemerintahan RI di Surakarta keluar kota 
dan menjadi Pemerintahan Gerilya, maka Pengadilan Agama di Surakarta juga dalam 
keadaan gerilya. Selama masa pendudukan Tentara Belanda Pengadilan Agama tetep 
melakukan tugas peradilan yang dipimpin oleh Bapak Abd. Salam. Bahkan oleh 
PemerintahRI dalam gerilya, Pengadilan Agama diserahi kekuasaan untuk 
memeriksa dan memutus perkara waris dari orang-orang yang beragama Islam. 
Adapun gedung/kantor Pengadilan Agama selama masa pendudukan tentara Belanda 
berada di Kampung Sewu, wilayah Kecamatan Jebres (Surakarta Timur). 
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Pada sekitar tahun 1956/1957 Pengadilan Agama di Surakarta pindah tempat 
ke Balai Agung, satu komplek dengan Kantor Urusan Agama (Kandepag) Kodya 
Surakarta, letaknya di Alun-alun Utara Surakarta. Pada tahun 1962 terjadi perubahan 
wilayah yuridiksi, yaitu dengan berdirinya Pengadilan Agama cabang di Sukoharjo, 
maka wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Surakarta berkurang 1 Kabupaten. Pada 
tahun 1963 terjadi lagi perubahan wilayah yuridiksi, yaitu dengan berdirinya 
Pengadilan Agama cabang di Karanganyar. Maka sejak tahun tersebut wilayah 
yuridiksi Pengadilan Agama Surakarta hanya tinggal Kotamadya/Dati II Surakarta 
saja. Pada tahun 1965 setelah terjadi peristiwa Gerakan 30 September/PKI atau 
pemberontakan PKI Pengadila Agama Surakarta menempati gedung bekas tempat 
SOBSI yaitu di Alun-alun Utara KUP 18 Surakarta (sebelah selatan Gapura Mesjid 
Agung Surakarta). Ketika Pengadilan Agama Surakarta menempati gedung bekas 
SOBSI mendapat penambahan perlengkapan meubelisir milik SOBSI. Bulan Maret 
1966 terjadi banjir besar yang melanda Kota Surakarta, tidak luput Kantor 
Pengadilan Agama Surakarta kemasukan air bah hingga setinggi satu meter. 
akibatnya banyak arsip-arsip yang hanyut hilang/ rusak dan beberapa 
perlengkapan/meubelair yang juga rusak karenanya. Sejak tahun 1970 sejalan dengan 
dimulainya Pelita I sampai dengan Pelita III sekarang ini Pengadilan Agama 
Surakarta mengalami banyak peningkatan baik di bidang personil prasarana dan 
sarananya maupun volume perkara. 
Sejak lahirnya Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 
sejak berlakunya Undang-undang tersebut secara efektif pada tanggal 1 Oktober 
1975, maka volume perkara pada Pengadilan Agama Surakarta, yang semula rata-rata 
dalam satu bulan sebanyak 15-20 perkara, meningkat sebanyak 3-4 kali menjadi rata-
rata 45-55 perkara setiap bulan. 
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Pada tahun Anggaran 1978/1979 Pengadilan Agama Surakarta mendapatkan 
bagian Proyek Pembangunan Balai Sidang Pengadilan Agama seluas 150 m2. dan 
untuk keperluan pembangunan itu oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Surakarta 
diberikan fasilitas sebidang tanah seluas  741 m2, yaitu bekas tanah perkuburan di 
Jln. Veteran No. 169/C Surakarta. (sekarang JL. Veteran No. 273 Surakarta) 
Bersamaan itu juga diberikan anggaran pengadaan peralatan mebelair seperti meja, 
kursi sidang, almari, dsb. Maka setelah selesai pembangunan Balai Sidang 
Pengadilan Agama Surakarta pada awal tahun 1979 Pengadilan Agama Surakarta 
telah menempati gedung sendiri yang baru2. 
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Surakarta 
Visi: “terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa sehingga kehidupan 
masyarakat menjadi tenang, tertib, dan damai, dibawah lindungan Allah SWT” 
Misi: “menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara 
yang diajukan oleh umat islam indonesia, dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, 
wakaf, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah, secara cepat sederhana dan biaya 
ringan3”. 
 
 
4. Susunan Organisasi Pengadilan Agama Surakarta 
Berdasarkan KMA Nomor 004/SK/II/1992, struktur organisasi Pengadilan 
Agama Surakarta adalah sebagai berikut4: 
Ketua:  
                                                            
2 Mahkamah Agung, “Pengadilan Agama Surakarta” dikutip dari http://www.pa-
surakarta.go.id/index.php/menu-utama/sejarah diakses 15 Februari 2018. 
 
3 Mahkamah Agung, “Pengadilan Agama Surakarta” dikutip dari http://www.pa-
surakarta.go.id/index.php diakses 14 Februari 2018. 
 
4 Ibid., 
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- Drs. Bahruddin, M.H 
Hakim: 
- Drs. H Achmadi, S.H., M.H 
- Drs. Jayin, S.H 
- Elis Rahmawati, S.H.I., S.H., M.H 
- Dra. Hj. Cahiriyah 
- Drs. H. Makmun, M.H 
- H. Zubaidi, S.H 
Sekretaris:  
- Ichwan Firmansyah Assidiqi, S.Ag 
Kasubag penetapan, TI, dan Pelaporan:  
- Diana Rulianti, S.Kom 
Kasubag kepegawaian organisasi dan tata laksana:  
- Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H 
Kasubag umum dan keuangan: 
- Risdiyanti 
Panitera:  
- M.Munis, S.H., M.H 
Panitera muda permohonan:  
- Umi Sangadah, S.H 
Panitera muda gugatan: 
- Hj. Tri Murti, S.H 
Panitera muda hukum:  
- Hj. Istriyah, S.H 
Panitera pengganti:  
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- Sugeng Riyadi 
- Muhammad Fatoni 
- Siameto, S.H 
- Korizah Triyahana, S.H 
Juru sita/juru sita pengganti: 
- H. Makarim 
- Suparmo 
- Topo Cipto Nugroho, A.Md 
- Ratna Evayanti, S.E 
5. Pelaksanaan Administrasi Pengadilan Agama Surakarta 
a. Pengaduan 
a) Syarat pengaduan, pengadu harus mencantumkan dan memiliki: 
(a) Identitas jelas, meliputi: nama, alamat, contact person/no.telp; 
(b) Menyampaikan, membawa, melampirkan data serta bukti-bukti yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. 
b) Tata cara pengaduan sebagai berikut: 
(a) Adukan melalui meja informasi; 
(b) Atasan PPID akan memberikan tanggapan tertulis disampaikan kepada 
petugas informasi dengan tembusan kepada PPID selambat-lambatnya 
dalam awaktu 20 (dua puluh) hari sejak keberatan dicatat dalam register 
keberatan; 
(c) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterima dari atasan 
PPID, maka petugas informasi harus memberitahu-kan keputusan atasan 
PPID tersebut kepada pemohon; 
58 
 
 
(d) Pemohon informasi yang merasa tidak puas dengan putusan, dalam 
mengajukan keberatan ke komisi infromasi paling lambat 14 (empat belas) 
hari kerja setelah putusan atasan PPID diterima. 
c) Hal-hal yang perlu diadukan dan yang akan diproses dalam menu 
pengaduan di Pengadilan Agama Surakarta: 
(a) Pelayanan 
- Pelayanan proses berperkara di Pengadilan Agama Surakarta; 
- Pelayanan persidangan di Pengadilan Agama Surakarta. 
(b) Pelanggaran 
- Pelanggaran disiplin kerja Pegawai Pengadilan Agama Surakarta; 
- Pelanggaran pelaksanaan tugas Pejabat Pengadilan Agama Surakarta; 
- Perselisihan/pertengkaran yang menyangkut petugas /pegawai 
pengadilan; 
- Pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja atau 
kelalaian dan ketidak pahaman. 
(c) Pungutan liar 
- Pungutan liar oleh petugas dikantor Pengadilan Agama Surakarta; 
- Pungutan liar oleh petugas di luar kantor Pengadilan Agama Surakarta. 
 Seluruh pengaduan yang berkenaan dengan persoalan tersebut diatasa daat 
disampaikan melalui beberapa cara, antara lain: 
a) Datang langsung di Pengadilan Agama Surakarta pada setiap hari kerja senin s/d 
kamis pukul 07.30 s/d 16.00 WIB, jum’at pukul 07.00 s/d 16.00 dan mengadukan 
persoalan baik secara langsung (berbicara) atau tertulis yang ditujukan kepada 
Ketua Pengadilan Agama Surakarta dengan menjelaskan dan sedapat mungkin 
membawa bukti-bukti yang dapat menguatkan aduannya tersebut. Apabila 
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pengaduan dikirim melalui pos dan amplop tertuup, maka harus disebutkan secara 
jelas bahwa isi amplop tersebut adalah surat pengaduan dengan menulis kata 
“PENGADUAN PADA PENGADILAN AGAMA SURAKARTA” di bagian kiri 
atas amplop; 
b) Melalui telepon atau fax di 0271-636270; 
c) Layanan informasi pekara dan pengaduan di Pengadilan Agama Surakarta dapat 
dilayani melalui: 
(a) Email pengaduan di pengaduan.pasurakarta@yahoo.com 
(b) WhatsApp (WA: 08121505265 atau dapat juga melalui BBM di PIN: 
5A5D7190. Dengan cara ketik: #kodeinfo#Noperkara. 
kode info: 
- #1: Info Perkara Baru 
- #2: Biaya Perkara 
- #3: Jadwal Sidang 
- #4: Status Perkara 
- #5: Akta Cerai 
- #6: Pengaduan 
- #7: Panggilan 
b. Penerimaan Pengaduan 
a) Pengadilan Agama Surakarta akan menerima setiap pengaduan yang diajukan 
oleh masyarakat baik secara lisan maupun non lisan (tertulis); 
b) Pengadilan Agama Surakarta akan memberikan penjelasan mengenai 
kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat 
mengajukan pengaduan; 
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c) Pengadilan Agama Surakarta akan memberikan tanda terima, jika pengaduan 
diajukan secara tertulis; 
d) Pengadilan Agama Surakarta hanya akan menindak lanjuti pengaduan yang 
mencantumkan identitas pelapor; 
e) Pelapor sedapat mungkin mencantumkan identitas dan mengirimkan atau 
menyertakan bukti yang dapat menguatkan aduannya tersebut. Namun 
demikian selama informasi dalam pengaduan benar dan memiliki dasar yang 
kuat, pengaduan tersebut akan tetap ditindak lanjuti walaupun tidak 
mencantumkan identitas; 
f) Setiap data dan identitas yang diberikan oleh pelapor akan dirahasiakan5. 
c. Alur Dan Tahap Penanganan Pengaduan 
  
 
 
 
 
 
Pengaduan diterima dikantor Pengadilan Agama Surakarta pada hari senin 
sampai kamis mulai pukul 08.00 s/d 16.00 WIB dengan cara: 
a) Via telepon (0271) 636270; 
b) Via pos ke alamat Kantor Pengadilan Agama Surakarta Jl.Veteran No.273 
surakarta, kode pos 57155; 
c) Melauli email pengaduan: pengaduan pa.surakarta@yahoo.com 
                                                            
5 Ibid., 
Selesai 
Pengarsipan 
Menjatuhkan 
Hukuman 
Disiplin 
TERBUKTI? 
Pemeriksaa
n 
Pendaftaran Segera 
Pengarsipan 
LAYAK? Penelaahan 
Awal 
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d) Datang langsung ke meja pengaduan Kantor Pengadilan Agama Surakarta Jl. 
Veteran no.273. 
d. Alur Pendaftaran Dan Persidangan 
a) Membayar uang panjar biaya perkara; 
b) Mendaftar disertai dengan surat gugatan/permohonan; 
c) Mendapatkan SKUM ; 
d) Perkara disidangkan; 
e) Para pihak diberi kesempatan untuk mediasi terlebih dahulu; 
f) Jika mediasi tidak berhasil, maka sidang akan dilanjutkan; 
g) Proses persidangan; 
h) Sidang diputus oleh hakim. 
 
B. Putusan Pengadilan Agama Surakarta Tentang Perkara Sengketa Ekonomi 
Syariah Nomor. 0749/Pdt.G/2015/PA.Ska 
1. Tentang Pertimbangan Hukum 
a. Pokok Sengketa 
 Menimbang, bahwa gugatan perlawanan Pelawan pada pokoknya adalah 
memohon agar pengadilan menyatakan bahwa Terlawan I telah melakukan 
perbuatan melawan hukum atas perbuatan Terlawan I melakukan permohonan 
lelang eksekusi terhadap obyek sengketa bertentangan dengan ketentuan pasal 
20 (1) a, pasal 26 berikut penjelasannya, Penjelasan Umum angka 9 UUHT 
dan melanggar hukum acara perdata pasal 224 HIR., tetap melaksanakan 
lelang eksekusi atas barang agunan Pelawan utuk pelunasan atas fasilitas 
pembiayaan kredit musyarakah sebagaimana dimaksud dalam surat 
Nomor.012/PUK/BMI-SLO/5/I/2009 tanggal 27 Januari 2009 dan sesuai Akad 
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Pembiayaan Musyarakah Nomor.38 tanggal 10 Februari 2009, adalah tindakan 
perbuatan melawan hukum, demikian juga perbuatan Terlawan II 
melaksanakan lelang eksekusi terhadap obyek sengketa adalah bertentangan 
dengan ketentuan Pasal 20 (1) a, Pasal 26 berikut penjelasannya, Penjelasan 
Umum angka 9 UUHT dan melanggar hukum acara perdata pasal 224 HIR., 
adalah termasuk perbuatan melawan hukum; 
  Menimbang, bahwa Terlawan I dalam jawabannya menolak dan 
membantah dalil yang diajukan oleh Pelawan yang menyatakan bahwa 
perbuatan Terlawan I mengajukan permohonan eksekusi lelang terhadap 
obyek sengketa melalui Terlawan II, adalah perbuatan melawan hukum, 
padahal sebenarnya Pelawan adalah nasabah yang mempunyai karakter buruk 
dan berupaya untuk menghindar dari kewajiban dan ternyata Pelawan telah 
melakukan wansprestasi/ingkar janji dengan tidak melaksanakan 
kewajibannya membayar angsuran kepada Terlawan I; 
  Menimbang, bahwa Terlawan II dalam jawabannya menolak dan 
membantah dalil yang diajukan oleh Pelawan yang mengatakan bahwa 
tindakan Terlawan II melaksanakan lelang eksekusi terhadap obyek sengketa 
atas permohonan lelang eksekusi dari Terlawan I, adalah termasuk perbuatan 
melawan hukum dan segala perbuatan hukum pada dasarnya batal demi 
hukum6; 
b. Upaya Damai 
 Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka 
Majelis Hakim memerintahkan Pelawan dan Terlawan I untuk melakukan 
                                                            
6 Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor.0749/pdt.G/2015/PA.Ska Perihal Sengketa Ekonomi 
Syariah dikutip dari putusan.mahkamahagung.go.id diakes 18 Januari 2018, hlm. 40-41. 
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perdamaian dengan jalan mediasi, kemudian para pihak sepakat memilik mediator 
bernama Elis Rahmawati, S.HI., S.H., M.H., adalah Hakim Pengadilan Agama 
Surakarta, bahwa proses dan tahapan mediasi telah pula dilaksanakan 
sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 (telah diperbaharui dengan 
PERMA Nomor 1 Tahun 2016), akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak 
berhasil7; 
c. Legal Standing 
 Bahwa antara Pelawan adalah debitur yang telah mendapatkan fasilitas 
kredit dari Telawan I selaku kreditur lembaga Perbankan Syariah berupa fasilitas 
pembiayaan kredit MUSYARAKAH sebagaimana dimaksud dalam Surat 
Nomor.012/PUK/BMI-SLO/5/I/2009 tertanggal 27 Januari 2009 perihal 
PERSETUJUAN FASILITAS PEMBIAYAAN MUSYARAKAH8; 
 Menimbang, bahwa bukti P. 2 (fotokopi Persetujuan Fasilitas Pembiayaan 
Musyarakah) yang merupakan akta otentik dan bermatrai cukup dan telah 
dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa permohonan 
pembiayaan musyarakah Pelawan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk., 
(Terlawan I) dapat disetujui, bukti tersebut tidak dibantah oleh Terlawan I, 
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta 
mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat; 
 Menimbang, bahwa bukti T I. 2 (fotokopi akad pembiyaan musyarakah 
Nomor. 38, tanggal 10 Feruari 2009), merupakan akta otentik dan bermaterai 
cukup dan telah dicocokan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa 
antara Terlawan I dengan Pelawan sepakat mengadakan pembiayaan kredit 
                                                            
7 Ibid., hlm. 31. 
 
8 Ibid., hlm. 2. 
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musyarakah, bukti tersebut  tidak dibantah oleh Pelawan, sehingga bukti tersebut 
telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai pembuktian yang 
sempurna dan mengikat9; 
d. Pertimbangan  
 Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama eksepsi 
dari Terlawan I maupun tanggapam dari Pelawan, maka Majelis Hakim menilai 
bahwa eksepsi tersebut bukan merupakan eksepsi tentang kompensi atau 
kewenangan mengadili bagi pengadilan baik kompetensi absolute maupun 
kompetensi relatif, karena eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I sudah masuk 
pada materi pokok perkara, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama 
dengan pokok perkara sebagaimana telah diatur dalam pasal 136 HIR; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka 
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Terlawan I tidak tepat sehingga 
harus ditolak; 
 Menimbang, bahwa pelawan dalam menguatkan dalil-dalil gugatan 
perlawanannya telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu P. 1 dan P. 210; 
 Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut, 
Terlawan I telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu T I. 1, T I. 2, T I. 3, T I. 4, T 
I. 5, T I. 6, T I. 7, dan T I. 811; 
 Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut, 
Terlawan II telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu T II. 1, T II. 2, T II. 3, T II. 
4, T II. 5, T II. 6, T II. 7, T II. 8, T II. 9, dan T II. 1012; 
                                                            
9 Ibid., hlm. 42. 
 
10 Ibid., hlm. 40-41. 
 
11 Ibid., hlm. 42. 
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Dalam Pokok Perkara. 
 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pelawan 
tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Terlawan I telah melakukan perbuatan 
melawan hukum yang menurut pendapat Pelawan bahwa Terlawan I telah 
melakukan permohonan eksekusi lelang terhadap obyek sengketa melalui 
Terlawan II untuk pelunasan kewajiban kredit Pelawan yang akan dilaksanakan 
pada hari Selasa tanggal 3 November 2015, sebagaimana surat pemberitahuan 
lelang Nomor 757/BMI-SLO/X/I/2015 tertanggal 15 Oktober 2015 dan oleh 
Terlawan II dumumkan melalui Harian Umum Solo Pos tanggal 15 Oktober 
2015; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pelawan 
tidak ada bukti juga yang menunjukkan bahwa Terlawan II telah melakukan 
perbuatan melawan hukum yang menurut pendapat Pelawan bahwa pelaksanaan 
lelang oleh Terlawan II atas permohonan Terlawan I tanpa melalui penetapan 
atau putusan pengadilan yang akan dilaksanakan pada hari, Selasa tanggal 3 
November 2015; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T I. 4 (fotokopi sertifikat hak 
tanggungan Nomor.590/2009) yang diterbitkan oleh Kantor Pertahanan 
Kabupaten Pertahanan Karanganyar, menunjukkan bahwa agunan yang diberikan 
oleh Pelawan kepada Terlawan I berkenaan dengan adanya akad pembiayaan 
musyarakah tanggal 10 Februari 2009 Nomor 38, telah diletakkan hak 
tanggungan oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor.4 
Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang 
                                                                                                                                                                                         
12 Ibid., hlm. 44. 
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berkaitan dengan tanah, Terlawan I sebagai pemegang hak tanggungan 
mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan tersebut melalui 
pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan 
tersebut, dengan demikian tidak terdapat aturan yang dilanggar oleh Terlawan I; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T I. 5, T I. 6, T I. 7, dan T I. 8, 
(fotokopi surat peringatan I, peringatan II, peringatan III) dan bukti penerimaan 
surat peringatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahawa Pelawan telah 
melakukan wansprestasi atau cedera janji, sehingga Terlawan I melakukan 
peringatan sebanyak tiga kali kepada Pelawan untuk melaksanakan kewajibannya 
melalukan pembayaran setiap bulan sesuai dengan perjanjian atau akad 
pembiayaan musyarakah No.38, tanggal 10 Februari 2009, namun Pelawan tidak 
melaksanakan kewajibannya tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah 
pihak; 
 Menimbang, bahwa Terlawan I mengajukan permohonan eksekusi lelang 
hak tanggungan atas obyek agunan Pelawan kepada Terlawan II dengan alasan 
karena Pelawan telah wansprestasi atau cidera janji yakni tidak melakukan 
pembayaran pembiayaan kredit musyarakah yang telah diperjanjikan dengan 
Terlawan I tanggal 10 Februari 2009 Nomor.38, dimana Terlawan I telah 
melakukan peringatan I tertanggal 2 Juli 2014, peringatan II tertanggal 18 Juli 
2014, dan peringgatan III tertanggal 12 Agustus 2014 (bukti T I. 5, T I. 6, T I. 7), 
namun Pelawan tetap tidak memenuhi kewajibannya tersebut, karena itu Majelis 
Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terlawan I tidak dapat dikatakan sebagai 
perbuatan melawan hukum, karena telah sesuai dengan maksud Pasal 6 j.o Pasal 
20 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 
Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, yang 
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menyebutkan bahwa titel eksekutorial “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa” yang terdapat pada sertifikat hak tanggungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek hak tanggungan dijual melalui 
pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak 
mendahului dari pada kreditur-kreditur lainnya; 
 Menimbang, bahwa berdarkan buktu T II. 2 (fotokopi surat penetapan Hari 
dan Tanggal lelang), bukti T II. 7 (fotokopi pemberitahuan lelang), bukti T II. 8 
(fotokopi pengumuman lelang pertama dan lelang eksekusi hak tanggungan), 
bukti T II. 9 (fotokopi pengumuman lelang kedua lelang eksekusi hak 
tanggungan), dan bukti T II. 10 (fotokopi risalah lelang), Maka Majelis Hakim 
berpendapat bahwa terlawan II telah melaksanakan lelang pada hari selasa tangga 
3 November 2015 adalah benar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku13; 
e. Kesimpulan 
 Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim 
berkesimpulan bahwa Terlawan I maupun Terlawan II tidak terbukti telah 
melakukan perbuatan melawan hukum, apabila Pelawan merasa dirugikan karena 
pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan yang diagunkan adalah karena 
perbuatan Pelawan sendiri yang wansprestasi atau cidera janji, bukan karena 
kesalahan Terlawan I atau Terlawan II, oleh karena dalil-dalil gugatan 
perlawanan eksekusi lelang hak tanggungan Pelawan tidak terbukti maka harus 
ditolak untuk seluruhnya; 
 Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan eksekusi lelang 
Pelawnan dinyatakan ditolak, maka petitum nomor 2 sampai dengan 9, Majelis 
                                                            
13 Ibid., hlm. 47-49 
. 
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Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut karena saling berkaitan 
dengan petitum nomor 114; 
f. Biaya Perkara 
 Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menolak gugatan 
perlawanan Pelawan, dalam hal ini Pelawan adalah pihak yang dikalahkan, maka 
berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR., seluruh biaya perkara dibebankan 
kepada Pelawan15; 
g. Penutup 
 Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dari syara>’ 
yang berkaitan dengan perkara ini16; 
2. Amar Putusan 
a. Mengadili 
Dalam eksepsi. 
- Menolak eksepsi Terlawan I; 
Dalam Pokok Perkara. 
1) Menolak gugatan Perlawanan Eksekusi Lelang Pelawan; 
2) Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 
Rp. 1.621.000,- (Satu Juta Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)17; 
b. Pengucapan Putusan 
 Dengan demikian putusan ini dalam permusyawaratan majelis hakim pada 
hari senin, tanggal 18 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sawal 
1437 Hijriah, oleh kami Drs. Mahmudin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta 
                                                            
14 Ibid., hlm. 49-50. 
 
15 Ibid., 
  
16 Ibid., 
  
17 Ibid., 
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Drs. Jayi, S.H dan Elis Rahmawati, S.HI., S.H., M.H., masing-masing sebagai 
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk 
umum hari Senin, tanggal 18 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 
Sawal 1437 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim 
Anggota dan dibantu oleh M. Munir, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta 
dihadiri kuasa Pelawan dan kuasa Terlawan I, diluar hadirnya kuasa Terlawan II 
dan tanpa hadirnya turut Terlawan18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
18 Ibid.,  
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BAB IV 
ANALISIS 
 
A. Karakteristik Regulasi Pelaksanaan Hak Tanggungan Dalam 
Sengketa Ekonomi Syariah 
 Dari salinan putusan yang penulis peroleh, penulis menganalisa 
bahwa dasar terjadinya sengketa ekonomi syariah dalam pelakasanaan 
Hak Tanggungan adalah akibat tidak terpenuhinya kewajiban Pelawan 
(wanprestasi) atas fasilitas yang diterimanya dari Terlawan I 
berdasarkan perjanjian pembiayaan akad musyarakah. Atas kondisi 
wanprestasi tersebut, nasabah sudah diberitahu, ditegur dan atau 
diperingatkan. Namun secara itikad maupun kemampuan bayar tidak 
mungkin lagi membayarkan kewajiban, disamping itu nasabah/pemilik 
jaminan juga tidak kooperatif untuk melakukan penyerahan jaminan 
secara sukarela dengan mekanisme offsetting. 
 Dapat dilihat bukti dari pihak Terlawan I yang telah 
memberikan surat peringatan secara berturut-turut kepada pelawan: 
1) Surat Nomor. 359/BMI-SLO/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 M/04 
Ramadhan 1435 H, Perihal Surat Peringatan I. 
2) Surat Nomor. 430/BMI-SLO/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 M/20 
ramadhan 1435 H, Perihal Surat Peringatan II. 
2 
 
 
3) Surat Nomor. 470/BMI-SLO/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 
M/16 Syawwal 1435 H, Perihal Surat Peringatan III. 
4) Surat Nomor. 757/BMI-SLO/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 
perihal: pemberitahuan lelang1. 
  Terhadap seluruh peringatan dan pemberitahuan terakhir pun, 
Pelawan seolah tidak memberikan tanggapan dan seperti tidak perduli 
lagi atas kewajibannya, sehingga dengan sangat terpaksa Terlawan I 
melakukan penyelamatan pembiayaan dengan menggunakan metode 
first way out yakni melakukan lelang eksekusi terhadap Obyek Jaminan 
yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Nomor. 590/2009 yang 
diterbitkan oleh Kantor Pertahanan Kabupaten Karanganyar. 
Adapun ciri-ciri hak tanggungan, yaitu: 
1. Hak jaminan kebendaan. 
2. Obyek Hak Tanggungan adakal hak atas tanah, baik berikut atau 
tidak berikut benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang 
merupakan satu kesatuan dengan tanah yang bersangkutan. 
3. Diperuntukan untuk menjamin pelunasan utang tertentu. 
4. Dengan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor 
pemegang hakk tanggungan.2 
                                                            
1 Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor.0749/pdt.G/2015/PA.Ska Perihal 
Sengketa Ekonomi Syariah dikutip dari putusan.mahkamahagung.go.id diakes 18 Januari 
2018, hlm.9. 
 
2 Rachmadi Usman. Hukum jaminan keperdataan,... hlm.332. 
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  Namun disisi lain, pihak Pelawan mengatakan bahwa apa yang 
dilakukan oleh pihak Terlawan I adalah perbuatan melawan hukum 
yang melanngar ketentuan dari pasal 224 HIR yang menegaskan 
pelaksanaan eksekusi lelang obyek Hak Tanggungan adalah melalui 
proses penetapan pengadilan3. 
 Ketentuan tentang jenis eksekusi obyek hak tanggungan secara 
menyeluruh diatur dalam Pasal 20 UUHT Tahun 1996, yaitu : Eksekusi 
Langsung (parate eksekusi) -vide pasal 6 UUHT jo Pasal 20 ayat (1) 
UUHT. Kreditur/Terlawan I mempunyai hak untuk menjual obyek hak 
tanggungan dengan kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta 
mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. 
Dilakukan dengan bekerjasama pada Balai Lelang Swasta dalam hal ini 
KPKNL untuk melaksanakan proses lelang. Karena pada dasarnya 
pasal-pasal UUHT mengenai ketentuan Hak tanggungan bersifat 
memaksa dan karenannya tidak dapat disimpangi, kecuali UUHT 
menentukan lain.4 
 Pasal 6 Undang-undang Nomor.4 Tahun 1996 memberikan 
kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan pertama untuk 
menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui 
pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil 
                                                            
3 Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor.0749/pdt.G/2015/PA.Ska Perihal 
Sengketa Ekonomi Syariah dikutip dari putusan.mahkamahagung.go.id diakes 18 Januari 
2018, hlm.4. 
 
4 Rachmadi Usman. Hukum jaminan keperdataan,... hlm.337. 
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penjualan tersebut, apabila debitur cedera janji. Pemegang hak 
tanggungan pertama tidak perlu meminta persetujuan terlebih dahulu 
dari pemberi hak tanggungan dan tidak perlu pula meminta penetapan 
Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan eksekusi tersebut. 
Cukuplah apabila pemegang Hak Tanggungan pertama itu mengajukan 
permohonan kepada Kepala Kantor Lelang Negara setempat untuk 
pelaksanaan pelelangan umum dalam rangka eksekusi obyek Hak 
Tanggungan tersebut. Karena kewenangan pemegang Hak Tanggungan 
pertama itu merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-
undang, Kepala Kantor Lelang Negara harus menghormati dan 
mematuhi kewenangan tersebut.5 
 Dari hasil penjabaran mengenai perkara sengketa ekonomi 
diatas, penulis menganalisa bahwa tindakan yang dilakukan oleh 
Kreditur/Terlawan I terhadap obyek sengketa yang dijaminkan oleh 
Pelawan sudah benar sesuai peraturan, dipertegas dengan salah satu 
ciri-ciri Hak Tanggungan ialah memberikan kedudukan yang 
diutamakan kepada kreditor pemegang Hak Tanggungan (parate 
executie), dimana parate executie dilakukan sendiri oleh kreditur tanpa 
meminta fiat eksekusi kepada Ketua Pengadilan. Dan dikuatkan juga 
dengan Pasal 6 UUHT dimana pemegang Hak Tanggungan mempunyai 
hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri 
                                                            
5Ibid., hlm.492. 
5 
 
 
melalui dan tidak dapat disebut melawan hukum. Hanya saja kelemahan 
eksekusi lelang Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri (Parate 
Executie), dari Pihak debitur acapkali memberikan perlawanan terhadap 
pelaksanaan eksekusi, hal ini disebabkan debitur merasa dirugikan 
dengan adanya eksekusi tersebut. Perlawanan debitur bisa diajukan 
sebelum adanya penetapan eksekusi dengan mengajukan perlawanan ke 
Pengadilan Agama apabila dalam proses eksekusi telah menyalahi 
peraturan Perundang- undangan yang berlaku. 
B. Pertimbangan Hakim Dan Dasar-Dasar Hukum Yang Dipakai 
Dalam Menangani Perkara Nomor.0749/Pdt.G/2015 /PA.Ska 
  Pada dasarnya hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, 
konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dicari pemecahnnya dan 
untuk itulah perlu dicarikan hukumnya. Untuk memberikan 
penyelesaian konflik atau perselisihan hukum yang dihadapkan kepada 
hakim, maka hakim harus memberikan penyelesaian definitif yang 
hasilnya dirumuskan dalam bentuk putusan yang disebut dengan 
putusan hakim, yang merupakan penerapan hukum yang umum dan 
abstrak pada peristiwa konkret. Jadi dalam penemuan hukum yang 
penting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukumnya 
untuk peristiwa konkret6. Hakim dituntut untuk memilih aturan hukum 
yang akan diterapkan, kemudian menafsirkannya untuk menentukan/ 
                                                            
6 Ahmad Rifai,Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif,... 
hlm.22. 
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menemukan sutaua bentuk perilaku yang tercantum dalam aturan itu 
serta menemukan pula kandungan maknanya guna menetapkan 
penerapannya, dan menafsirkan fakta-fakta yang ditemukan untuk 
menentukan apakah fakta-fakta tersebut termasuk kedalam makna 
penerapan aturan hukum tersebut.7   
 Dari salinan putusan Pengadilan Agama Surakarta, yang 
memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat  pertama telah 
menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah dalam perkara 
Nomor 0749/Pdt.G/ 2015/PA.Ska Pelawan dengan surat gugatan 
perlawanannya tertanggal 19 Oktober 2015 yang terdaftar di 
Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta8. Dalam menangani setiap 
perkara yang diajukan kepadanya, hakim selalu dituntut mempelajari 
terlebih dahulu perkara tersebut secara cermat untuk mengetahui 
substansinya serta hal ihawal yang senantiasa ada menyertai substansi 
tersebut.9 Saat proses sidang pertama berlangsung dan kedua belah 
pihak yang saling bersengketa hadir, maka hakim tidak serta merta 
langsung memeriksa, sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2008 (yang 
telah diperbaharui dengan PERMA No.1 Tahun 2016) dimana hakim 
akan melakukan usaha damai diluar persidangan melalui hakim 
                                                            
7 Ibid., hlm.23. 
8 Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor.0749/pdt.G/2015/PA.Ska Perihal 
Sengketa Ekonomi Syariah dikutip dari putusan.mahkamahagung.go.id diakes 18 Januari 
2018, hlm. 2. 
 
9 Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Perbankan Syariah,... hlm.145-147. 
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mediator yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis berdasrkan 
penetapan Nomor.0749/Pdt.G/2015/PA.Ska. dan berdasarkan laporan 
mediator tertanggal 17 Desember 2015, mengatakan hasil dari mediasi 
pihak yang bersengketa, tidak berhasil mencapai kesepakatan10. 
 Jika upaya perdamaian tidak berhasil, maka sesuai ketentuan 
pasal 155 R.Bg atau pasal 131 HIR ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 Ayat 
(2) PERMA hakim harus melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut 
sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku11. Dengan 
demikian, perkara tersebut akan diperiksa dan diselesaikan melalui 
proses persidangan (litigasi) sebagaimana mestinya. Dan penulis 
menganalisis dari hasil salinan putusan perkara No. 0749/Pdt.G 
/2015/PA.Ska, bahwa hakim telah melangsungkan proses persidangan 
dengan semana mestinya, dan dimulai dengan pembacaan surat gugatan 
penggugat, lalu disusul dengan proses jawab menjawab, yang diawali 
dengan jawaban dari pihak tergugat, kemudian replik penggungat, dan 
terakhir duplik dari tergugat.12 
 Setelah proses jawab menjawab tersebut selesai, lalu persidangan 
dilanjutkan dengan acara pembuktian. Pada tahap pembuktian ini kedua 
                                                            
10 Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor.0749/pdt.G/2015/PA.Ska Perihal 
Sengketa Ekonomi Syariah dikutip dari putusan.mahkamahagung.go.id diakes 18 Januari 
2018, hlm.9. 
 
11 Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Perbankan Syariah,... hlm.151 
 
12 Ibid., hlm.152. 
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belah pihak yang berperkara  mengajukan bukti-buktinya guna 
mendukung dalil-dalil yang telah dikemukakan dipengadilan. Menurut 
hakim elis, dalam perkara sengketa ekonomi syariah 
Nomor.0749/pdt.G/2015/PA.Ska bukti dikatakan cukup jika Unus testis 
nulus testis (pasal 169 HIR/306 R.Bg) artinya satu saksi bukan saksi. 
Saksi yang hanya seorang diri belum dapat dijadikan dasar pembuktian, 
melainkan hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Oleh sebab itu harus  
disempurnakan dengan alat bukti lain. Meski dalam perkara ini tidak 
dihadirkan bukti saksi, namun hakim sudah cukup diyakinkan dengan 
bukti otentik dan bukti pengakuan13. 
 Setelah masing-masing pihak mengajukan bukti-buktinya, lalu 
tahap berikutnya adalah kesimpulan dari para pihak yang merupakan 
tahap akhir dari proses pemeriksaan perkara persidangan14. Setelah 
seluruh tahap pemeriksaan perkara dipersidangan selesai, hakim 
melanjutkan kerjanya untuk mengambil putusan dalam rangka 
mengadili atau memberikan keadilan dalam perkara tersebut. Untuk 
memutus suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan betul-betul 
apa dampak yang akan terjadi dari putusan tersebut untuk para pihak15 
oleh sebab itu hakim dalam memutus perkara pun diatur dalam 
                                                            
13 Elis Rahmawati, Hakim, wawancara pribadi, 10 April 2018, Jam 13.00-14.00 
WIB. 
 
14 Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Perbankan Syariah,... hlm.152 
15 Makmun, Hakim, wawancara pribadi, 28 Maret 2018, Jam 14.30-15.30 WIB. 
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Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman dalam Pasal 14, ditentukan: 
(1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang 
bersifat rahasia. 
(2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib 
menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap 
perkara yang sedang dperiksan dan menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dari putusan. 
(3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat 
bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. 
(4) Ketentuan kebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam 
peraturan MA.16 
  Akan tetapi pada putusan Nomor 0749/Pdt.G/2015/PA.Ska hakim 
menolak seluruh gugatan Pelawan dan membebankan kepada Pelawan 
untuk membayar biaya perkara ini. Karena berdasarkan fakta-fakta dari 
proses persidangan hakim Terlawan I dan Terlawan II tidak terbukti 
telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat dipertegas 
dengan Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) huruc c Undang-undang Nomor. 4 
Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-
benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang menyebutkan bahwa title 
                                                            
16 Undang-undang Nomor.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor.157). 
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eksekutorial “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” 
yang terdapat pada sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (2), obyek hak tanggungan dijual melalui 
pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak 
tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditur-kreditur 
lainnya17. 
  Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 
Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan 
Tanah, Terlawan I sebagai pemegang Hak Tanggungan mempunyai 
hak untuk menjual obyek hak tanggungan tersebut melalui pelelangan 
umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan 
tersebut, dengan demikian tidak terdapat aturan yang dilanggar oleh 
Terlawan I18. 
  Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikatan bahwa 
“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada 
seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 
kerugian itu mengganti kerugian tersebut”, hal mana tidak 
                                                            
17 Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor.0749/pdt.G/2015/PA.Ska Perihal 
Sengketa Ekonomi Syariah dikutip dari putusan.mahkamahagung.go.id diakes 18 Januari 
2018, hlm.49. 
 
18 Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor.0749/pdt.G/2015/PA.Ska Perihal 
Sengketa Ekonomi Syariah dikutip dari putusan.mahkamahagung.go.id diakes 18 Januari 
2018, hlm.48. 
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menyebutkan ganti rugi yang bagaimana bentuknya, juga tidak 
memerlukan perincian, oleh karena itu yang dapat dituntut dari 
perbuatan melawan hukum yaitu, ganti rugi yang dapat diperhitungkan 
secara objektif dan konkrit yang meliputi kerugian materil dan moril 
atau dapat juga diperhitungkan jumlah ganti rugi berupa pemulihan 
kepada keadaan semula19. 
  Pasal 1352 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikatakan bahwa 
“Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-undang, timbul dari 
Undang-undang saja atau dari Undang-undang sebagai akibat 
perbuatan orang”, oleh karena itu perbuatan melawan hukum lahir 
semata-mata dari Undang-undang, bukan karena perjanjian berdasar 
persetujuan, demikian juga perbuatan melawan hukum merupakan 
akibat perbuatan manusia yang ditentukan sendiri oleh Undang-
undang, hal tersebut bisa merupakan perbuatan manusia yang sesuai 
dengan hukum atau Rechtmatig dan bisa juga perbuatan melawan 
hukum atau Onrechtmatig.20 
  Apabila Pelawan merasi dirugikan karena pelaksanaan eksekusi 
lelang Hak Tanggungan yang diagunkan adalah karena perbuatan 
                                                            
19 Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor.0749/pdt.G/2015/PA.Ska Perihal 
Sengketa Ekonomi Syariah dikutip dari putusan.mahkamahagung.go.id diakes 18 Januari 
2018, hlm.47. 
 
20 Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor.0749/pdt.G/2015/PA.Ska Perihal 
Sengketa Ekonomi Syariah dikutip dari putusan.mahkamahagung.go.id diakes 18 Januari 
2018, hlm.46-47. 
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Pelawan sendiri yang wanprestasi atau cedera janji, bukan karena 
kesalahan Terlawn I atau Terlawan II, oleh karena dalil-dalil gugatan 
perlawanan eksekusi lelang Hak Tanggungan Pelawan tidak terbukti 
maka harus ditolak untuk seluruhnya. 
  Karena majelis hakim telah menolak gugatan perlawanan Pelawan, 
dalam hal ini Pelawan adalah pihak yang dikalahkan, maka 
berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR., seluruh biaya perkara 
dibebankan kepada pelawan.21 
  Menurut hakim Jayin dalam menyelesaikan kasus sengketa 
ekonomi syariah pada perkara Nomor 0749/Pdt.G/2015/PA.Ska hakim 
tidak menemukan kendala apapun. Namun kendala yang timbul adalah 
dari pihak luar sehingga proses untuk menyelesaikan kasus sengketa 
ekonomi syariah ini memerlukan waktu lama seperti pemanggilan22. 
  Berdasarkan hasil penelitian penulis pada salinan putusan perkara 
Nomor.0749/pdt.G/2015/PA.Ska, bahwa hakim dalam menangani 
sebuah perkara dan setiap pertimbangan-pertimbangannya sudah 
memenuhi prosdur Hukum Acara Perdata, baik dari proses perkara 
sampai penyelesaian sengketa, yaitu dijatuhkannya putusan yang 
bersifat tetap oleh majelis hakim. 
                                                            
21 Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor.0749/pdt.G/2015/PA.Ska Perihal 
Sengketa Ekonomi Syariah dikutip dari putusan.mahkamahagung.go.id diakes 18 Januari 
2018, hlm.49. 
 
22Jayin, Hakim, wawancara pribadi, 10 April 2018, Jam 14.30-15.30 WIB. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan analisa terhadap putusan perkara Sengketa Ekonomi Syariah 
Nomor. 0749/Pdt.G/2015/PA.Ska dengan pembahasan pada bab sebelumnya, 
maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Penulis menganalisa bahwa tindakan yang dilakukan oleh 
Kreditur/Terlawan I terhadap obyek sengketa yang dijaminkan oleh 
Pelawan sudah benar sesuai peraturan, dipertegas dengan salah satu ciri-
ciri Hak Tanggungan ialah memberikan kedudukan yang diutamakan 
kepada kreditor pemegang Hak Tanggungan (parate executie), dimana 
parate executie dilakukan sendiri oleh kreditur tanpa meminta fiat 
eksekusi kepada Ketua Pengadilan.  
2. Dasar hukum yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim adalah 
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas 
Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah; Pasal 1352 dan 
1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata; Pasal 181 ayat (1) HIR. Serta 
dilengkapi dengan bukti-bukti yang telah disertakan pihak Pelawan, 
Terlawan I dan Terlawan II yang dikuatkan dengan bukti pengakuan oleh 
pihak-pihak yang bersengketa.  
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B. Saran-saran 
1. Kepada majelis hakim, hendaknya tetap berhati-hati dalam 
menetapkan atau memutus memutus suatu perkara, karena setiap 
perkara yang ditetapkan/diputus oleh hakim akan memeiliki pengaruh 
yang besar terhadap keberlangsungan hidup para pihak yang pernah 
beracara dalam proses peradilan di kemudian hari, 
2. Kepada Pelawan dan Terlawan yang bersengketa dalam pekara 
sengketa ekonomi syariah, sebaiknya sebelum melakukan suatu 
perjanjian atau akad lagi di kemudian hari sebaiknya saling memahami 
isi akad yang dibuat oleh kedua belah pihak, sehingga dapat 
meminimalisir terjadinya sengketa antar kedua belah pihak. 
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 PEDOMAN WAWANCARA HAKIM 
 
Daftar Pertanyaan Yang Akan Dijadikan Acuan Dalam Penelitian Perkara 
Sengketa Ekonomi Syariah Putusan Nomor.0749/Ptd.G/2015/PA.Ska. 
 
1. Apa yang menjadi dasar dan pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan 
Perkara Sengketa Ekonomi Syariah? 
2. Bagaimana penerapan sumber-sumber hukum lainnya dalam 
menyelesaikan Perkaran Sengketa Ekonomi Syariah? 
3. Apa yang menjadi kendala bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan 
Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah? 
4. Apakah ada dissenting opinion dari para Hakim dalam menerapkan 
pertimbangan hukum atau penetapan putusan pada Perkara Sengketa 
Ekonomi Syariah Nomor. 0749/Pdt.G/2015/PA.Ska? 
5. Darimana saja alat bukti didapatkan? Karena di dalam salinan Putusan 
Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor.0749/Ptd.G/2015/PA.Ska tidak 
terdapat bukti saksi, melainkanhanya bukti otentik saja. 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
1. Nama   : Cut Asyah 
2. NIM   : 142111007 
3. Tempat, taggal lahir : Medan, 10 September 1996 
4. Jenis kelamin  : Perempuan 
5. Alamat  : Sepreh RT/RW: 01/01, Selopuro Kec.Pitu,   
 Kab.Ngawi, Jawa Timur 
6. Nama ayah  : Waluja Heri Purnomo 
7. Nama ibu  : Herawati 
8. Riwayat pendidikan 
a. Tk   : TK Kartika Chandra Kirana Yon Armed 2/105,  
 Delitua-Medan (Lulus tahun 2002) 
b. SDN  : SDN Candirenggo IV Singosari-Malang (Lulus  
 tahun 2008) 
c. SMP  : SMPN 1 Singosari-Malang (2008-2010) 
d. SMP  : SMPN 4 Ngawi (Lulus tahun 2011) 
e. SMK  : SMKN 1 Ngawi (Lulus tahun 2014) 
f. IAIN  : IAIN Surakarta (Masuk tahun 2014) 
 
Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya. 
  
 Surakarta,  15 Mei 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
